	
	

KEPALA DESA KOLIKAPA
KABUPATEN ENDE



[image: ]PERATURAN DESA KOLIKAPA
NOMOR   2  TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 
(RPJM Desa)
DESA KOLIKAPA TAHUN 2020-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KOLIKAPA,

	Menimbang  :
	a.
	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

	
	b.
	bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan arah kebijakan Pembangunan Desa yang disusun dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Desa dan Prioritas Pembangunan Kabupaten; 
 

	


	c.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2025

	Mengingat    :
	1.
	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

	
	2
	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

	
	3.
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

	
	4.
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

	
	5.
	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

	
	6.
	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

	
	7.
	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

	
	8.
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

	
	9.
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

	
	10.
	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

	
	11.




12.
	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

	
	13.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

	
	14.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

	
	15.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);




	
	16.
	Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 );

	
	17.
	Peraturan Bupati Ende Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015 Nomor 14).

	














Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KOLIKAPA
dan 
 KEPALA DESA KOLIKAPA
MEMUTUSKAN :


Menetapkan  : PERATURAN  DESA   TENTANG  RENCANA  PEMBANGUNAN 
                       JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) KOLIKAPA TAHUN 
                       2020-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut,  sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten;
10. Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
12. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan antara lain keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan  dan  belanja  negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi   Dana   Desa,   selanjutnya   disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.


16. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
18. Misi adalah pernyatan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien


BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMDes
Pasal 2
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kolikapa Tahun 2020-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I     	: PENDAHULUAN 
BAB II    	: GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
BAB III   	: VISI DAN MISI
BAB IV  	: TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	: STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
BAB VI	: ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
BABVII	: KEBIJAKAN UMUM 
BAB VIII	: PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 
	BAB XI  	: PENUTUP

1. Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa Kolikapa untuk menyusun RPJM Desa Kolikapa Tahun 2020-2026 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.
Pasal 3
RPJM Desa Kolikapa Tahun 2020-2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan 6 (enam) tahun di Desa Kolikapa
Pasal 4
Peraturan Desa ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa Kolikapa untuk menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa yang selanjutnya menjadi dasar penetapan APB Desa.
Pasal 5
RPJM Desa dapat diubah dalam hal :
a. Terjadi peristiwa seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;atau
b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
Pasal 6
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kolikapa







Ditetapkan di Kolikapa
pada tanggal        Maret  2020  
KEPALA DESA KOLIKAPA




ANTONIUS RADJA




Diundangkan di  Kolikapa
pada tanggal……Maret 2020   
SEKRETARIS DESA KOLIKAPA


KORNELIUS NAGA
LEMBARAN DESA KOLIKAPA TAHUN  2020











BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat ocia yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam ocial pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam ocial Pemerintahan Nasional dan berada di Desa/Kota,               maka Desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun. 
RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa Tiwusora untuk mencapai tujuan dan cita-cita Desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang mengintegrasikan  perencanaan pembangunan di tingkat Desa dan perencanaa daerah, karena perencanaan pembangunan
Desa dan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan ocial.
1.2.  Pengertian 
1.2.1.  Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
1.2.2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
1.2.3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
1.2.4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
1.2.5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
1.2.6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 
1.2.7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
1.2.8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 
1.2.9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
1.2.10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
1.2.11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. 
1.2.12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
1.2.13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
1.2.14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
1.2.15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 
1.2.16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 
1.2.17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
1.2.18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 
1.2.19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah. 
1.2.20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
1.2.21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 
1.2.22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
1.2.23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
1.2.24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
1.3. Maksud  dan Tujuan :	
1.3.1. Maksud
Maksud penyusunan dokumen RPJM Desa secara partisipatif adalah sebagai beikut :
1.3.1.1. Menjamin kesinambungan pembangunan ditingkat Desa
1.3.1.2. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
1.3.1.3. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
1.3.1.4. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat
1.3.1.5. Dipadukan dengan program pembangunan supradesa
1.3.1.6. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat
1.3.2. Tujuan
      Tujuan penyusunan dokumen RPJM Desa secara      partisipatif adalah sebagai berikut :
1.3.2.1. Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
1.3.2.2. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Desa.
1.3.2.3. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa ) 
1.3. Dasar Hukum
1.3.1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
1.3.2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
1.3.3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
1.3.4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
1.3.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
1.3.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
1.3.7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan;
1.3.8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
1.3.9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  Kabupaten Ende Tahun 2020-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);
1.3.10. Peraturan Desa Kolikapa Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kolikapa Tahun 2020-2026
1.3.11. Peraturan Desa Kolikapa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020
1.3.12. Peraturan Desa Kolikapa Nomor…… Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020

1.4. Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Lainnya
       Pada dasarnya berawal dari RPJMDesa untuk merancang sebuah program kegiatan pembangunan yang ada di desa selama 5 tahun seperti RKPDesa, APBDesa, dan Dokumen lainnya sehingga tidak terjadi perbedaan antara dokumen yang setu dengan dokumen yang lain dalam merancang sebuah program kegiatan pada tahun pertama dan set erusnya.







1.5. Sistematika 
BAB I	
1.1. PENDAHULUAN
1.1.1. Latar Belakang 
1.1.2. Pengertian
1.1.3. Maksud dan Tujuan
1.1.4. Dasar Hukum
1.1.5. Hubungan RPJM Desa  dengan Dokumen lainnya
1.1.6. Sistimatika
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
2.1.1. Sejarah Desa
2.1.2. Gambaran Umum Potensi Desa
2.1.3. SOTK Desa
2.1.4. Masalah – masalah yang di hadapi Desa
2.1.5. Kelembagaan Desa
BAB III	VISI MISI
3.1.1. Visi
3.1.2. Misi
BAB IV  TUJUAN DAN SASARAN 
4.1. Tujuan
4.2. Sasaran
BAB V  STARATEGI PEMBANGUNAN DESA
5.1. Analisis Lingkungan Internal  dan Eksternal
5.2. Isu-Isu Strategis
5.3. Faktor Penentu Keberhasilan

BAB VI  ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
6.1. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa
6.2. Arah Kebijakan Belanja Desa
6.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa
6.4. Strategi Pencapaian
BAB VII   KEBIJAKAN UMUM
BAB VIII  PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
BAB IX    PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
2. Data Desa  
a. Daftar sumber daya alam
b. Daftar sumber daya manusia
c. Daftar sumber daya pembangunan
d. Daftar sumber daya ocial budaya
3. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat
a. Sketsa Desa
b. Kalender Musim
c. Bagan Kelembagaan
4. Berita acara hasil pengkajian keadaan Desa
Laporan hasil pengkajian keadaan Desa
5. Berita acara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa melalui musyawarah Desa
6. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
7. Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
8. Berita acara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa melalui Musrenbang Desa
9. Keputusan Kepala Desa tetang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
10. Keputusan BPD tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa Menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kerja Desa Kolikapa Tahun 2020-2026.


BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Sejarah Desa
	 Pada mulanya wilayah ini masih berstatus Dusun dengan tiga rukun tetangga (RT) yakni : Rt Kolikapa I,kolikapa II dan Rt Ndetundopo. Dan pada tahun 2000-2021 wilayah ini akan terjadi pemekaran dari Desa indu yaitu Desa Kebirangga, guna pelayanan kepada masyarakat lebih dekat dan pada saat itu juga wilayah desa kebirangga sudah sangat luas, sehingga wilayah dusun di Kolikapa menjadi Desa Persiapan.
Dari keadaan diatas maka tergeraklah seluruh masyarakat bersama para Mosalaki dan tokoh masyarakat untuk duduk dan bermusawarah dalam hal ini membentuk wilayah dusun menjadi sebuah desa persiapan. Pada saat itu juga masyrakat,mosalaki,tokoh masyarakat bersepakat untuk memberi nama diambil dari sebuah pohon yaitu Koli dan Kapa, kata Koli artinya lontar dan kapa artinya Banyak. Dihubungkan menjadi KOLIKAPA artinya banyak lontar. Pohon ini juga di jaman duluh nenek moyang di jadikan arak, daunya dijadikan atap ruma, juga dijadikan tas ( rembi ) sebagai tempat untuk simpan barang-barang.
Setelah menyepakati nama itu masyarakat juga memilih Pemimpin sementara menjadi desa persiapan yaitu bapak Aloysius Segu, warga masyarakat Kolikapa.nama desa dan nama pemimpin tersebut  langsung di ajukan ke kabupaten melalui bapak Aloysius Segu kepada bapak Bupati Ende yaitu Bapak Paulinus Domi, pada tahun 2000.Nama tersebut di setujui oleh bapak bupati ende sehingga terjadi desa persiapan selama tiga tahun yaitu tahun 2000-2003. Setelah persaratan dipenuhi maka bapak bupati ende mengeluarkan peraturah bahawa desa-desa persiapan se kabupaten ende segarah menjadi desa defenitif, saat itu juga masyarakat desa kolikapa membentuk panitia pemiliha kepala desa.tepatnya di bulan mei tahun 2000 masyarakat kolikapa mempunyai pemimpin kepala desa yang baru. Yakni Bapak Aloysiu Segu.
Ditahun 2004 bapak Aloysius Segu di lantik oleh Bapak Paulinus Domi selaku Bupati Ende, menjadi kepala desa kolikapa untuk memimpin selama kurang lebih lima (5) Tahun, dari tahun 2004-2008.
Selanjutnya pergantia pemimpin segai berikut:
	NO
	Nama
	Tahun
	Keterangan

	1.
	Aloysius Segu
	2003-2004
	Persiapan

	2.
	Aloisius Segu
	2004-2009
	Kepala Desa

	1. 
	Andreas Renggi
	2010-2011
	Penjabat

	2.
	Basilius Lima 
	2011-2016
	Kepala Desa

	3.
	Antonius Radja
	2017-2019
	Penjaba

	4.
	Antonius Radja
	2020-2026
	Kepala Desa


Demikian Gambaran Umum Desa Kolikapa dari tahun ke Tahun yang bisa kamisampaikan terima kasih.







2.2.   Gamabaran Umum Potensi Desa
Pembangunan Desa merupakan kunci bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang tentuya memberikan dampaknya yang luas bagi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan yang kemudian bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa tujuan pembangunan selalu diarahkan pada pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang memadai.
Menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tentunya membutuhkan potensi yang tidak sedikit,           maka Pemerintahan Desa selalu mengusahakan agar semua potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara benar bagi terciptanya pembangunan yang tidak hanya berkualitas tetapi juga bertanggungjawab. 
Berikut potensi yang dimiliki Desa dalam mengupayakan pembangunan yang berkelanjutan. 
2.2.1. Potensi Umum
· Batas Wilayah
	Batas
	Desa
	Kecamatan

	Utara
	Kebirangga
	Maukaro

	Selatan 
	Bheramari
	Nangapanda

	Timur 
	Kebirangga Tengah
	Maukaro

	Barat
	Mundinggasa
	Maukaro









· Penetapan Batas dan Peta Wilayah
	Penetapan Batas
	Dasar Hukum
	Peta
Wilayah

	Belum Ada/Belum Ada
	Perdes No:     Nop.2019
	Ada

	
	
	



2.2.2. Luas Wilayah Menurut Penggunaanya
	Luas Pemukiman
	3,5 ha

	Luas Perkebunan
	6,32  ha

	Luas Kuburan
	1  ha

	Luas Pekarangan
	20x20 m2

	Luas Perkantoran
	1 ha

	Luas Prasarana Pendidikan
	1 ha

	Luas Prasarana Umum Lainnya
	3 ha

	Luas Lahan Tidur
	400 ha

	Total Luas
	 Diatas 500 ha

	Tanah Sawah
	5 ha

	Tanah Kering
	50 ha

	Tegal/Ladang
	1 ha

	Pemukiman
	10 ha

	Pekarangan
	3 ha

	Total Luas
	74  ha?

	Tanah Basah
	-

	Tanah Perkebunan
	820 ha

	Tanah Perkebunan Rakyat
	--  ha

	Tanah Perkebunan Negara
	--  Ha/M2

	Tanah Perkebunan Swasta
	--  Ha/M2

	Tanah Perkebunan Perorangan
	232 ha 

	Total Luas
	392  Ha/M2

	Tanah Fasilitas Umum
	

	Perkantoran Pemerintah
	1  are

	Bangunan Sekolah
	2 ha

	Jalan
	20 km

	Poskesdes
	

	Lapangan Olah Raga Bola Kaki
	1 ha

	Total Luas
	9,93 ha?

	Tanah Hutan
	

	Hutan Lindung
	336,32 ha

	Hutan Produksi
	-

	a. Hutan Produksi
	5 ha

	b. Hutan Terbatas
	--  Ha/M2

	Hutan Konservasi
	-- ha

	Hutan Adat
	12 ha

	Hutan Asli
	20 ha

	Hutan Sekunder
	-

	Hutan Suaka
	-

	a. Suaka Alam
	5

	b. Suaka Marga Satwa
	5

	Hutan Rakyat
	Ha

	Total Luas
	54 000. ha?



2.2.3. Iklim
	Curah Hujan
	Oktober / April

	Jumlah Bulan Hujan
	6 bulan

	Kelembapan
	40 DC

	Suhu Rata-rata harian
	20 Derajad Celsius

	Tinggi tempat dari permukaan laut
	1200 1800  mdl






2.2.4. Jenis dan Kesuburan Tanah
	Warna Tanah
	Hitam 

	Tekstur Tanah
	Pasiran

	Tingkat kemiringan tanah
	75,5 derajat

	Lahan Kritis
	--  Ha/M2

	Lahan terlantar
	200  Ha/M2

	Tingkat Erosi Tanah
	

	Luas tanah erosi ringan
	13 Ha/M2

	Luas tanah erosi sedang
	5 Ha/M2

	Luas tanah erosi berat
	2 Ha/M2

	Luas tanah erosi yang tidak ada erosi
	10 Ha/M2



2.2.5. Topografi
	Bentangan Wilayah
	

	Desa berbuki-bukit
	10 Ha/M2

	Desa daratan tinggi/pegunungan
	5  Ha/M2

	Desa lereng bukit
	5 Ha/M2

	Desa lereng gunung
	10 Ha/M2

	Desa kawasan gambut
	2 Ha/M2

	Desa aliran sungai
	3 Ha/M2




	Letak
	

	Desa kawasan hutan
	10 Ha/M2

	Desa kawasan suaka
	-  Ha/M2

	Desa berbatasan dengan kabupaten lain
	- Ha/M2

	Desa berbatasan antara kecamatan lain
	10 Ha/M2



	Orbitasi
	

	· Jarak ke Ibu Kota Kecamatan
	8 km

	· Lama jarak tempuh ke Ibu kota Kecamatan dengan menggunakan kendaraan bermotor
	
30 menit

	· Lama jarak tempuh ke Ibu kota Kecamatan dengan menggunakan kendaraan Roda empat (angkutan Umum)
	
40 menit

	· Jarak ke Ibukota Kabupaten / Kota
	172 km

	· Lama Jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten dengan menggunakan kendaraan bermotor
	
3 Jam

	· Lama Jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten dengan menggunakan kendaraan Roda Empat (angkutan Umum)
	
4 Jam



2.2.6. Potensi Pertanian
2.2.6.1. Tanaman Pangan
· Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan
	Jumlah keluarga memliki tanah pertanian
	140 keluarga

	Tidak memiliki
	 - keluarga

	Memiliki kurang 10 ha
	140 keluarga

	Memiliki kurang 10 - 50 ha
	- keluarga

	Memiliki kurang 50 - 100 ha
	- keluarga

	Memiliki lebih dari 100 ha
	--  keluarga

	Jumlah Total Keluarga Petani
	138 keluarga





2.2.6.2. Luas Tanaman Pangan menurut komoditas              pada     tahun ini
	Jagung
	1 ha
	0,5 ton/ha

	Kacang Kedelai
	-
	-

	Kacang Tanah
	-
	-

	Kacang Panjang
	
	

	Ubi Kayu
	1 ha
	300. ton/ha

	Padi Ladang
	1ha
	2,25 ton/ha

	Ubi Jalar
	4 are
	50 kg/are

	Cabe
	-
	-

	Bawang Merah
	-
	-

	Bawang Putih
	-
	-

	Mentimun
	-
	-

	Buncis
	-
	-

	Terong
	-
	-

	Kangkung
	-
	-

	Kacang Turi
	-
	-

	Selada
	
	

	Talas
	-
	-  Ton/ha



2.2.6.3. Jenis Komoditi Buah-buahan yang di budidayakan
· Kepemiliki Lahan Tanaman Buah-buahan
	Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan
	Keluarga

	Tidak memiliki
	- keluarga

	Memiliki kurang dari 10 ha
	 - Keluarga

	Memiliki 10 - 50 ha
	-

	Jumlah total keluarga perkebunan
	keluarga?





· Hasil Tanaman dan Luas Buah-buahan
	Alpokad
	-
	-

	Mangga
	2 ha
	1 ton/ha

	Pepaya
	0,25  ha
	1 ton/ha

	Pisang
	5  ha
	1 ton/ha

	Jeruk nipis
	-  ha
	- ton/ha

	Nangka
	- ha
	- ton/ha

	Nenas
	- ha
	- ton/ha



· Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Buah-buahan
	Di jual langsung ke konsumen
	Tidak

	Di jual ke pasar
	Ya

	Di jual melalui KUD
	Tidak

	Di jual melalui tengkulak
	Tidak 

	Dijual melalui pengecer
	Tidak

	Dijual ke lumbung desa
	Tidak

	Tidak dijual
	Ya dan Tidak



· Tanaman Apotik dan sejenisnya
	Jahe 
	- ha
	- ton/ha

	Kunyit
	- ha
	- Ton/ha

	Lengkuas
	-ha
	- Ton/ha

	Temu lawak
	-  ha
	- Ton/ha

	Daun sirih
	-  ha
	-/ha

	Lempuyang
	
	

	Kencur
	-
	- ton/ha







2.2.6.7.Potensi Perkebunan
· Pemilikan Lahan Perkebunan
	Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan
	140 keluarga

	Tidak memiliki
	- keluarga

	Memiliki kurang dari 10 ha
	140 keluarga

	Memiliki 10 - 50 ha
	--  keluarga

	Memiliki lebih dari 50 ha
	--  keluarga

	Jumlah total keluarga perkebunan
	140  keluarga



· Luas dan hasil perkebunan menurut jenis komoditas
	Jenis
	Swasta/negara
	Rakyat

	
	Luas (ha)
	Hasil (kw/ha)
	Luas (ha)
	Hasil (kw/ha)

	Kelapa
	-
	-
	0,5
	1

	Kopi
	-
	-
	25
	250

	Coklat
	-
	-
	5
			5

	Pinang
	-
	-
			-
	-

	Kemiri
	-
	-
	-
	-

	Jambu Mente
	-
	-
	200
	450






· Pemasaran Hasil Perkebunan
	Di jual langsung ke konsumen
	Ya

	Di jual ke pasar
	Ya

	Di jual melalui KUD
	Tidak

	Di jual melalui tengkulak
	Ya

	Dijual melalui pengecer
	Ya

	Dijual ke lumbung Desa
	Tidak



2.2.6.8. Potensi Kehutanan
· Luas Lahan Menurut Pemilikan
	Milik Negara
	3 ha

	Milik / Ulayat
	7 ha

	Perhutani / Instansi Sektorat
	-  ha

	Milik masyarakat perorangan
	-  ha

	Total
	10  ha



· Hasil Hutan
	Kayu
	8 m3/tahun

	Bambu
	1,5 m3/tahun

	Rotan
	- m3/tahun

	Jati
	5 m3/tahun

	Lontar
	--m3/tahun

	Enau
	2 m3/tahun

	Mahoni
	3 m3/tahun

	Kayu Cendana
	- m3/tahun

	Kayu Gaharu
	-  m3/tahun



· Kondisi Hutan
	Kondisi Hutan
	Baik
	Rusak
	Total

	Hutan Produksi
	6
	- ha
	6 ha

	Hutan Lindung
	336,25 ha
	- ha
	336,25 ha








· Dampak yang Timbul dari Pengelolaan Hutan
	Pencemaran Udara
	Tidak

	Pencemaran Air
	Tidak

	Longsor
	Tidak

	Bising
	Tidak

	Kerusakan Biodata/Plasma nuftah hutan
	Tidak

	Kemusnahan flora, fauna dan satwa langkah
	Tidak

	Hilangnya sumber mata air
	Ya 

	Kebakaran Hutan
	Tidak

	Terjadinya kekeringan/sulit air
	YA

	Berubahnya fungsi hutan 
	Tidak

	Terjadinya lahan kritis
	YA

	Hilangnya daerah tangkapan air
	Tidak

	Musnahnya habitat binatang hutan
	Ya



· Mekanisme Pemasaran Hasil Hutan
	Di jual langsung ke konsumen
	Ya

	Di jual ke pasar
	Tidak

	Di jual melalui KUD
	Tidak

	Di jual melalui tengkulak
	Tidak

	Dijual melalui pengecer
	Tidak

	Dijual ke lumbung desa
	Tidak

	Tidak di jual
	Tidak











2.2.6.9.Potensi Peternakan
· Jenis Populasi Ternak
	Jenis Ternak
	Jumlah Pemilik
	Perkiraan Jumlah Populasi

	Sapi
	 39 orang
	78 ekor

	Kerbau
	  - orang
	- ekor

	Babi
	100  orang
	150  ekor

	Ayam Kampung
	 75 orang
	120  ekor

	Bebek
	30 orang
	80 ekor

	Kuda
	2 orang
	4  ekor

	Kambing
	35 orang
	60 ekor

	Anjing
	50 orang
	80 Ekor



· Produksi Peternakan
	Telur
	- kg/tahun

	Daging
	Dijual perekor



· Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak
	Luas tanaman pakan ternak
	20 ha

	Produksi hijauan makanan ternak
	1,25  ton/ha

	Luas lahan gembalaan
	-- ha



· Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Ternak
Di Desa Kolikapa belum ada pengusaha pengolahan hasil ternak, hal ini terjadi karena belum semua peternak menjadikan hewan ternaknya sebagai usaha daging mentah sehingga sangat sulit ditemukan di Desa Kolikapa pengusaha atau orang-orang yang mengusahakan daging sebagai usaha.

· Pemasaran Hasil Ternak
	Di jual langsung ke konsumen
	Ya 

	Di jual ke pasar
	Ya 

	Di jual melalui KUD
	Tidak

	Di jual melalui tengkulak
	Tidak 

	Dijual melalui pengecer
	Tidak 

	Dijual ke lumbung desa
	Tidak

	Tidak di jual
	Tidak 



· Ketersediaan lahan pemeliharaan ternak/padang penggembalaan
	Milik masyarakat umum
	1 ha

	Milik perusahaan peternakan
	-  ha

	Milik Perorangan
	0,25  ha

	Milik Pemerintah
	-   ha

	Milik masyarakat adat
	Diatas 7  ha


· Pemasaran Hasil ternak
	Di jual langsung ke konsumen
	Ya

	Di jual ke pasar
	Ya

	Di jual melalui KUD
	Tidak

	Di jual melalui tengkulak
	Tidak

	Dijual melalui pengecer
	Tidak

	Dijual ke lumbung desa
	Tidak

	Tidak di jual
	Tidak










2.2.6.10 Potensi Bahan Galian
· Jenis dan deposit bahan galian
	Batu kali 
	Ada

	Batu gunung 
	Ada

	Pasir 
	Ada

	Batu cadas 
	Ada

	Batu apung 
	Tidak Ada

	Pasir kwarsa 
	Tidak Ada




· Produksi Bahan Galian
	Pasir 
	    Ada

	Batu cadas 
	Ada

	Batu Trass 
	Tida ada

	Pasir kwarsa 
	Tidak ada

	Pasir Batu 
	Ada

	Pasir Besi 
	Tidak ada



· Kepemilikan dan Pengelolaan Bahan Galian
	Jenis dan produksi bahan galian
	Pengelola/pemilik

	Batu kali 
	Adat/Mosalaki

	Pasir 
	Adat/Mosalaki

	Batu cadas 
	Adat /Mosalaki

	Batu Trass 
	-

	Pasir kwarsa 
	-

	Pasir Batu 
	Adat/Mosalaki



· Pasaran Hasil Galian
	Dijual langsung ke konsumen 
	Tidak

	Dijual ke pasar Bahan Galian 
	Tidak 

	Dijual melalui KUD 
	Tidak 

	Dijual melalui Tengkulak 
	Tidak 

	Dijual melalui Pengecer 
	Tidak 

	Dijual ke perusahaan 
	Tidak 

	Dijual ke lumbung desa/kel 
	tidak 

	Tidak dijual 
	Ya



2.2.6.11 Potensi Sumber Daya Air
· Potensi Air dan Sumber Daya Air
	Sungai 
	Ada

	Mata Air 
	Ada

	Jebakan air 
	 Ada



· Sumber Air Bersih
	Jenis
	Jumlah
(Unit)
	Pemanfaat
(KK)
	Kondisi
Baik/Rusak

	Mata air 
	2
	552
	Baik

	Hidran umum 
	20
	552
	Baik

	Pipa 
	4
	126
	Baik



· Kualitas Air Minum
	Mata air 
	Baik

	Hidran umum 
	Baik

	Pipa 
	Baik 

	Sungai 
	Baik




· Sungai
	Jumlah sungai 
	3 buah

	Kondisi 

	Tercemar 
	Tidak

	Pendangkalan/pengendapan Lumpur Tinggi 
	Tidak

	Keruh 
	Tidak

	Jernih dan tidak tercemar /memenuhi baku mutu air 
	Ya



· Pemanfaatan dan Kondisi Danau/Waduk/Situ
Desa Kolkikapa memiliki danau (danau tiwu lewu dan air terjun koja aje), dengan status kepemilikan adat,  namun kondisi tersebut belum dirawat  dan dimanfaatkan dengan baik,didalam kawasan tersebut.di danau tersebut  ada buaya yang diameternya berkisar 4 m s/d  5 m, panjangnya, ada ikan mujair,lele,belut, yang penggunaan hanya sebatas konsumsi lokal saja karena warga lokal percaya bahwa danau tersebut tempat sakral yang mana semua prosedural yang ada harus di lewati dengan upacara adat setempat.    Hasil panenannya langsung dijual kepada konsumen/masyarakat. Perkiraan hasil panenannya rata-rata hanya mencapai 20 kg/musim, dengan hasil penjualan berkisar hanya mencapai 500.000,- permusimnya.Sedangkan air tejun setingi 65 m2 dengan luas 2 ha yang berada di meta air koja aje.wilayahnya sangat strategis.jarak dari perkampungan 2 km saja.
2.2.6.12. Kualitas Udara
	Sumber
	Jumlah
Lokasi Sumber Pencemar
	Polutan pencemaran
	Pemanfaat (wisata,pengobatan, energi,dll)
	Kepemilikan pengelolaan

	
	
	
	
	Pemda
	Swasta
	Perorangan

	Kendaraan Bermotor
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Pembakaran Huta/Lahan Gambut
	-
	-
	-
	-
	-
	-






2.2.26.13. Kebisingan
	Tingkat Kebisingan
	Ekses dampak kebisingan
	Sumber Kebisingan (kendaraan bermotor, Kereta Api, Pelabuhan, Airport, pabrik, dll)
	Efek
Terhadap Penduduk

	Kebisingan Tinggi 
	Tidak 
	
	

	Kebisingan sedang 
	Tidak 
	
	

	Kebisingan Ringan 
	Tidak 
	
	

	Tidak Bising 
	Ya
	
	



2.2.6.13. Potensi Wisata
	Lokasi/ Tempat/ Area Wisata
	Keberadaan
	Luas
	Tingkat
Pemanfaatan
(Aktif/Pasif)

	Danau  (Wisata Air Terjun, Hutan Wisata, iven budaya poo Tedo, pembangkit listrik mikrohidro ,kampung adat.
	Ada
	Danau 3- ha,air terjun 65 m, 
	Selama ini belum aktif secara baik.

	Gunung (wisata Hutan, Taman Nasional, Bumi Perkemahan, dll) 
	Tidak Ada
	- ha 
	-

	Agrowisata 
	 Ada 
	-   
	-

	Hutan Khusus 
	Tidak Ada 
	-  
	-

	Cagar Budaya 
	Tidak Ada 
	-  
	-




2.2.6.14. .Potensi Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam pelaksanaan pembangunan Desa, hal ini karena dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tentunya akan mempermudah pelaksanaan pembangunan. Dengan sumber daya manusia yang dimiliki akan memberikan input data dan informasi yang tepat, tidak hanya dalam merencanakan pembangunan yang berkualitas tetapi juga dapat menentukan indikator bagi perencanaan pembangunan yang tidak hanya sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan tetapi juga dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan pembangunan yang mengedepankan partisipasi publik. 
· Jumlah
	Jumlah laki-laki 
	286  orang 

	Jumlah perempuan 
	 266 orang 

	Jumlah total 
	552 orang 

	Jumlah kepala keluarga 
	160 KK 

	Kepadatan Penduduk 
	0,35 per km 



· Usia
	Usia
	Laki-laki
	Perempuan

	0-4 bulan 
	31 orang
	24 orang

	5-9 tahun 
	27 orang 
	18 orang

	10-14 tahun
	23 orang 
	11 orang

	15-19 tahun
	11 orang 
	  13 orang

	20-24 tahun
	17 orang 
	23 orang

	25-29 tahun
	13 orang
	19 orang

	30-34 tahun
	29 orang
	24 orang

	35-39 tahun
	27 orang
	35 orang

	40-44 tahun
	18 orang
	33 orang

	45-49 tahun
	21  orang
	17 orang

	50-54 tahun
	9 orang
	11 orang

	55-59 tahun
	10  orang
	6 orang

	60-64 tahun
	3 orang
	10  orang

	65-69 tahun
	13 orang
	20  orang

	70-74 tahun
	20 orang
	14  orang

	75 ke atas tahun
	10 orang
	10 orang

	TOTAL
	286 orang

	266 orang


	
· Pendidikan
	Tingkat Pendidikan
	Laki-laki
	Perempuan

	Drop out dari Sekolah Dasar
	2
	1

	Tamat Sekolah Dasar 
	64 Orang
	83  orang

	Tamat Sekolah Menengah Pertama 
	15 orang
	6 orang

	Tamat Sekolah Menengah Atas 
	19 orang
	21  orang

	Diploma 1 dan 2 
	3 orang
	3  orang

	Sarjana (S1) 
	4 orang
	5  orang

	Sarjana (S2) 
	
	

	Jumlah 	
	175 orang 
	110  orang 

	Jumlah Total :                                     285 orang 





· Mata Pencaharian Pokok
	Jenis Pekerjaan
	Laki-laki
	Perempuan

	Petani 
	 94 orang 
	99 orang 

	Buruh tani 
	-
	-

	Pegawai Negeri Sipil 
	2 orang 
	2  orang 

	Pedagang 
	6 orang 
	 - orang 

	Pengerajin
	-
	5 orang

	Pensiunan PNS/TNI/POLRI 
	- orang
	-

	Pengusaha kecil dan menengah 
	- orang 
	-

	Dukun Kampung Terlatih 
	-
	2 orang

	Nelayan 
	-
	-

	Jumlah 
	102 orang 
	108 orang 

	Jumlah Total :
	210 orang 



· Agama / Aliran Kepercayaan
	Agama
	Laki-laki
	Perempuan

	Islam 
	2 orang
	1 orang 

	Kristen 
	2 orang
	1 orang

	Katholik 
	255 orang 
	291  orang 

	Hindu 
	- 
	- 

	Budha 
	- 
	- 

	Khonghucu 
	- 
	- 

	Jumlah 
	259 orang 
	293  orang 

	Jumlah Total                                    552 orang 



· Kewarga negaraan 
	Kewarganegaraan
	Laki-laki 
	Perempuan 

	Warga Negara Indonesia 
	259 orang 
	293 orang 

	Warga Negara Asing 
	- 
	- 

	Jumlah 
	259 orang 
	293  orang 

	Jumlah Total                                      552 orang 



· Etnis / Suku
	Etnis
	Laki-laki
	Perempuan

	Ende
	260 orang 
	253  orang 

	Bajawa
	15 orang
	13 orang 

	Sika
	3 orang
	8 orang 

	Jumlah 
	278 orang 
	274  orang 

	Jumlah Total                                             552 orang




· Cacat Mental dan Fisik
	Cacat Fisik
	Laki-laki
	Perempuan

	Tuna rungu 
	1 orang 
	- 

	Tuna wicara 
	1 orang 
	- 

	Tuna netra 
	- 
	- 

	Sumbing 
	- 
	- 

	Cacat fisik/tuna daksa lainnya 
	- 
	- 

	Jumlah 
	2 orang 
	- 

	Cacat Mental 

	Idiot 
	- 
	-

	Gila 
	-
	- 

	Stress 
	1 orang 
	- 

	Jumlah 
	1 orang 
	-



· Tenaga Kerja 
	Tenaga Kerja
	Laki-laki
	Perempuan

	Penduduk usia 18-56 tahun 
	 orang
	 Orang

	Penduduk usia 18 – 56 tahun yang bekerja 
	100 orang
	172 orang

	Penduduk usia 18 – 56 tahun yang belum atau tidak bekerja 
	- orang
	 - Orang

	Penduduk usia 0 – 6 tahun 
	 63 orang
	 80 orang

	Penduduk masih sekolah 7 – 18 tahun
	49 orang
	30 orang

	Penduduk usia 56 tahun ke atas 
	50 orang
	56 orang

	Penduduk angkatan kerja 
	25 orang
	30 orang

	Jumlah 
	153 orang 
	318 orang 

	Jumlah Total orang	552 orang






· Kualitas Angkatan Kerja
	Angkatan Kerja
	Laki-laki
	Perempuan

	Penduduk usia 18-56 tahun yang buta aksara dan huruf/angka latin 
	- 
	- 

	Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tidak tamat SD 
	15 orang 
	20 orang

	Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SD 
	64 orang
	83 orang

	Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SLTP 
	27 orang
	30 orang

	Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SLTA 
	23 orang
	22 orang

	Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi 
	11 orang
	8 orang 

	Jumlah 
	140 orang 
	163 orang 

	Jumlah Total                                           303 orang



2.2.6.15. .Potensi Kelembagaan
· Lembaga Pemerintahan
	PEMERINTAH DESA

	Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa 
	Ada
	Perda 

	Dasar hukum pembentukan BPD 
	Ada
	Perda

	Jumlah aparat Pemerintahan Desa 
	15 orang 

	Jumlah perangkat Desa
	1  unit kerja 

	Kepala Desa
	Ada 

	Sekretaris Desa 
	Ada 

	Kepala Urusan Pemerintahan 
	Ada 

	Kepala Urusan Pembangunan 
	Ada 

	Kepala Urusan Umum 
	Ada 

	Bendahara  
	Ada  

	Jumlah Kepala Dusun di Desa 
	3 dusun 

	Kepala Dusun Deturia 1
	Ada 

	Kepala Dusun Deturia 2
	Ada 

	Kepala Dusun Deturia 3
	Ada 

	Tingkat Pendidikan Aparat Desa 
	SMA 

	Kepala Desa
	SMA 

	Sekretaris Desa
	DIPLOMA II

	Kepala Urusan Pemerintahan 
	SMA

	Kepala Urusan Pembangunan 
	SMA

	Kepala Urusan Umum 
	SMA



	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

	Keberadaan BPD 
	Ada 

	Jumlah Anggota BPD 
	5 orang 

	Pendidikan Anggota BPD 
	

	Ketua : Gabriel Ga’a
	SD tamat

	Wakil Ketua : Yohanes E Nggai
	SLTP

	Sekretaris : Anselmus Resi
	SMA

	Anggota : Bernadus Dei
	SMA

	Anggota : Maria Y. Mala
	SMA




· Lembaga Kemasyarakatan
	Lembaga Perdayaan Masyarakat Desa 

	Keberadaan LPMD 
	Ada 

	Dasar hukum pembentukan
	Ada

	Jumlah Pengurus
	10 orang 

	PKK

	Keberadaan PKK 
	Ada 

	Dasar hukum pembentukan
	Ada

	Jumlah Pengurus
	12 orang

	RUKUN WARGA

	Keberadaan RW
	6 unit organisasi

	Dasar hukum pembentukan
	Ada

	Jumlah Pengurus
	6  orang

	RUKUN TETANGGA

	RT
	Ada 

	Dasar hukum pembentukan
	Ada

	Jumlah Pengurus
	12 orang

	KELOMPOK TANI

	Dasar hukum pembentukan
	Ada 

	Jumlah Pengurus
	30  orang (4 Poktan)

	LEMBAGA ADAT
	2  unit organisai

	Dasar hukum pembentukan
	-

	Jumlah Pengurus
	-

	BUM DESA

	Dasar hukum pembentukan
	 Ada

	Jumlah Pengurus
	4 orang

	Ruang Lingkup Kegiatan
	Usaha Hasil Komoditi



	ORGANISASI KEAGAMAAN
	1 unit organisai

	Dasar hukum pembentukan
	Belum Ada

	 Jumlah Pengurus
	3 orang

	ORGANISASI PEMUDA KARANG TARUNA

	Dasar hukum pembentukan
	Ada

	Jumlah Pengurus
	3 orang










· LEMBAGA EKONOMI
	1. Lembaga Ekonomi, dan Unit Usaha Desa/ Kelurahan
	Jumlah/
unit
	Jumlah Kegiatan
	Jumlah pengurus dan Anggota

	Koperasi Unit Desa /anggur merah
	1
	3
	20-

	Koperasi Simpan Pinjam 
	3
	1
	45

	Bumdes 
	1 Klmp
	1 Kegiatan
	4 orang

	Jumlah 
	2 Klmp
	2 Kegiatan
	69 orang

	2. Industri Kecil dan Menengah 

	Industri makanan 
	-
	-
	-

	Industri Alat rumah tangga 
	-
	-
	-

	Industri Material Bahan Bangunan 
	-
	-
	-

	Industri Alat Pertanian 
	-
	-
	-

	Industri Kerajinan 
	1 kel.
	1 keg.
	15 orang

	Jumlah 
	1 kel.
	1 keg.
	15 orang

	3. Usaha Jasa Pengangkutan
	Jumlah Pemilik
	Kapasitas
	Tenaga Kerja

	Jumlah pemilik Angkutan Desa/Perkotaan 
	1 oarang
	2 orang
	2 orang

	Angkutan Antar Kota 
	 

	4. Usaha Jasa Ketrampilan 
	Jumlah Pemilik
	Kapasitas
	Tenaga Kerja

	Tukang Kayu
	2 orang 
	2 orang 
	3 orang 

	Tukang Batu
	2 orang
	2 orang
	5 orang







· LEMBAGA PENDIDIKAN
· Pendidikan Formal
	Nama
	Jml
	Status (Terdaftar, terakreditas)
	Kepemilikan
	Jlh Tenaga Pengajar
	Jlh siswa

	
	
	
	Pemerintah
	Swasta
	Desa
	
	

	PAUD 
	2
	Terdaftar 
	-
	-
	
	8
	56

	TK 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	SD
	1
	Terdaftar
	
	
	-
	10
	84

	SMP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	SMA
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



· Pendidikan Non Formal
	Nama
	Jml
	Status (Terdaftar, terakreditasi)
	Kepemilikan
	Jlh Tenaga Pengajar
	Jlh siswa

	
	
	
	Pemerin
tah
	Swasta
	Desa
	
	

	Komputer
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Seni Musik
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Menjahit
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Mengemudi
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kecantikan
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Dll
	
	
	
	
	
	
	



2.2.6.16. POTENSI PRASARANA DAN SARANA
Sarana dan prasarana memainkan posisi penting dalam turut serta meningkatkan percepatan pembangunan Desa. Hal ini jelas menunjukan bahwa dengan sarana dan prasarana umum yang memadai disertai dengan akses masyarakat terhadap fasilitas publik tersebut tentunya akan memberikan dampak yang tidak kecil bagi terciptanya pembangunan Desa yang mengedepankan partisipasi publik. 
Dalam penyelenggaraan pembangunan Desa, sarana dan prasarana transportasi publik merupakan kebutuhan yang wajib terpenuhi, hal ini karena dengan sarana dan prasarana            yang memadai akan memberikan akses bagi masyarakat dalam distribusi barang dan jasa dari dan keluar Desa. Dengan lancarnya jalur distribusi barang dan jasa akan memberikan dampak yang luas bari ketersedian barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Berikut data sarana dan prasarana umum di Desa Kolikapa. 

· PRSARANA DAN SARANA TRANSPORTASI
· Prasarana Transportasi Darat
	Jenis Sarana dan Prasarana
	Baik
(km atau unit)
	Rusak
(km atau unit)

	1.1. Jalan Desa

	Panjang jalan aspal 
	2 km
	5 km

	Panjang jalan makadam 
	-
	-

	Panjang jalan tanah 
	-
	20 KM

	Panjang jalan sirtu 
	-
	-

	Panjang jalan konblok/semen/beton 
	2 km
	-

	1.2. Jalan antar Desa/kecamatan 

	Panjang jalan aspal 
	-
	5 km

	Panjang jalan makadam 
	-
	-

	Panjang jalan tanah 
	-
	20 km

	Panjang jalan sirtu 
	-
	-

	Panjang jalan konblok/semen/beton 
	-
	-

	1.3. Jalan Kabupaten yang melewati Desa 

	Panjang jalan aspal 
	-
	-

	Panjang jalan makadam 
	-
	-

	Panjang jalan tanah 
	20 km
	-

	Panjang jalan sirtu 
	-
	-

	Panjang jalan konblok /semen /beton 
	2 km
	5 km

	1.4. Jalan Provinsi yang melewati Desa

	Panjang jalan aspal 
	-
	-

	Panjang jalan makadam 
	-
	-

	Panjang jalan tanah 
	-
	-

	Panjang jalan Sirtu 
	-
	-

	Panjang jalan konblok / semen/beton 
	-
	-

	1.5. Panjang Jalan Negara 

	Panjang jalan aspal 
	-
	-

	Panjang jalan makadam 
	-
	-

	Panjang jalan tanah 
	-
	-

	Panjang jalan Sirtu 
	-
	-

	Panjang jalan konblok / semen/beton 
	-
	-

	1.5. Jembatan Desa

	Jumlah jembatan beton & duiker 
	-
	-

	Jumlah jembatan besi 
	-
	-

	Jumlah jembatan kayu 
	-
	-

	1.6. Prasarana Angkutan Darat 

	Jumlah pangkalan ojek 
	-
	-

	Jumlah stasiun KA 
	-
	-

	Terminal bis/angkutan pedesaan/perkotaan 

	Jumlah Total 
	-
	-



· Sarana Transportasi
	Angkutan umum
	ada / unit

	Truck umum 
	Ada /2- unit 

	Ojek 
	Ada/25 unit 

	Jumla Total
	Ada /27- unit



· Prasaran Komunikasi dan Informasi
1. Telepon
	Telepon umum 
	Tidak ada 

	Warnet 
	Tidak ada 

	Jumlah Pelanggan Telkom 
	Tidak ada 

	Sinyal Telepon Seluler/Handphone 
	 Ada/50 unit 



2. Radio / TV
	TV umum 
	Tidak Ada 

	Jumlah Radio 
	Ada /5 unit 

	Jumlah TV
	Ada /18 unit 

	Jumlah Parabola 
	Ada /18 unit 



· Prasaran Air Bersi dan Sanitasi
· Prasarana Air Bersih
	Jumlah hidran umum 
	  20  unit 

	Jumlah Mata Air
	  2  unit



· Sanitasi
	MCK Umum
	  - 

	Pemilik jumlah jamban keluarga
	140 KK

	Kondisi saluran drainase/saluran pembuang air limbah
	Kurang memadai



· Prasaran dan Sarana Pemerintahan
· Prasarana dan Sarana Pemerintahan Desa
	Gedung Kantor
	Ada

	Kondisi
	Baik

	Jumlah ruangan kerja
	5.Ruangan

	Balai Desa / sejenisnya
	1 unit 

	Listrik 
	 Tidak Ada

	Air bersih
	Ada

	Telpon
	Tidak ada

	Iventaris dan alat tulis kantor
	

	Jumlah laptop
	4 buah

	Jumlah meja
	8 buah

	Jumlah kursi
	150 buah

	Almari arsip
	2 buah

	Mesin fax
	Tidak ada

	Kendaraan dinas
	1 buah/Rusak

	
Administrasi Pemerintahan Desa
	

	Buku Data Peraturan Desa 
	Ada / terisi 

	Buku Keputusan Kepala Desa 
	Ada / terisi 

	Buku administrasi kependudukan 
	Ada / terisi 

	Buku data inventaris 
	Ada / terisi 

	Buku data aparat 
	Ada / terisi 

	Buku data tanah milik desa/tanah kas desa/milik kelurahan 
	Ada / terisi 

	Buku administrasi pajak dan retribusi 
	Ada / terisi 

	Buku data tanah 
	Ada / terisi 

	Buku laporan pengaduan masyarakat 
	Ada 

	Buku agenda ekspedisi 
	Ada / terisi 

	Buku profil desa 
	Ada / terisi 

	Buku data induk penduduk 
	Ada / terisi 

	Buku buku data mutasi penduduk 
	Ada / terisi 

	Buku rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan 
	Ada / terisi 

	Buku registrasi pelayanan penduduk 
	Ada/ Terisi

	Buku data penduduk sementara 
	Ada / terisi 

	Buku anggaran penerimaan 
	Ada / terisi 

	Buku anggaran pengeluaran pegawai dan pembangunan 
	Ada/ Terisi 

	Buku kas umum 
	Ada / terisi 

	Buku kas pembantu penerimaan 
	Ada / terisi 

	Buku kas pembantu pengeluaran rutin dan pembangunan 
	Ada / terisi 

	Buku data lembaga kemasyarakatan 
	Ada / terisi 



· Prasarana dan Sarana Badan Permusyawaratan Desa / BPD
	Gedung Kantor
	Tidak Ada

	Jumlah ruangan kerja
	4 ruang

	Balai Desa / sejenisnya
	Tidak ada

	Listrik 
	Tidak Ada 

	Air bersih
	Ada 

	Telpon
	Tidak Ada

	Iventaris dan alat tulis kantor
	

	Jumlah leptop 
	4 buah

	Jumlah meja
	7 buah

	Jumlah kursi
	30 buah

	Almari arsip
	Ada/ 2 bh

	Mesin fax
	Tidak ada

	Kendaraan dinas
	Ada

	Administrasi Pemerintahan Desa
	

	Buku-buku administrasi keangotaan BPD
	Ada/Terisi

	Buku Administrasi Kegiatan BPD 
	Ada/Terisi

	Buku kegiatan BPD
	Ada/Terisi

	Buku Himpunan Peraturan Desa yang ditetapkan BPD dan Kepala Desa 
	Ada/Terisi



· Prasarana dan Sarana Dusun
	Gedung Kantor
	Tidak/Ada

	Jumlah ruangan kerja
	Tdk ada

	Alat Tulis Kantor
	Tdk Ada 

	Barang Iventaris
	Tdk ada

	Buku Administrasi
	Ada

	Jenis Kegiatan
	1  jenis

	Jumlah Pengurus
	3 orang



· SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
	LKMD/LPM
	Tidak/Ada

	Peralatan Kantor
	Ada 

	Mesin Tik
	Tidak ada

	Buku Administrasi Lembaga Kemasyarakatan
	Ada 

	Jumlah meja 
	Ada/1 unit

	Jumlah Kursi
	Ada

	Jumlah kegiatan
	1 jenis

	PKK
	

	Gedung / kantor
	Ada

	Peralatan Kantor / ATK / Iventaris
	Ada

	Kepengurusan
	Ada / Aktif

	Buku Administrasi PKK
	Ada / 5 jenis

	Kegiatan
	Ada

	Jumlah Kegiatan
	4  jenis

	RT
	Ada

	Kepengurusan
	Aktif

	Buku administrasi
	1 jenis

	Jumlah kegiatan
	1 jenis

	RW
	Ada

	Kepengurusan
	Aktif

	Buku administrasi
	1  jenis

	Jumlah kegiatan
	1jenis

	Bum Desa
	Ada

	Kantor/ Gedung/Menumpang
	Tidak ada

	Kepengurusan 
	Ada

	Buku Administrasi
	Ada

	Jenis Kegiatan
	1 Jenis Usaha Hasil Komoditi

	Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat
	Ada

	Kantor/ Gedung/Menumpang
	Tidak Ada

	Kepengurusan 
	 Ada

	Buku Administrasi
	Ada 

	Jenis Kegiatan
	1 jenis



· PRASARANA PERIBADATAN
	Prasarana Peribadatan 
	Tidak/Ada

	Kapela
	Ada/1 unit

	Alat Tulis Kantor
	Tidak Ada 

	Barang Iventaris
	Ada

	Buku Administrasi
	Ada

	Jenis Kegiatan
	Ada /1 jenis

	Jumlah Pengurus
	10 orang



· PRASARANA OLAH RAGA
Desa Kolikapa memiliki 1 buah lapangan bola kaki  yang terletak di Dusun Deturia 1 dan 1 buah lapangan Bola Volley

· PRASARANA KESEHATAN
1. Prasarana Kesehatan
	Poskesdes (Pos Kesehatan Desa)
	1 unit

	Gedung Posyandu 
	Ada

	Rumah Sakit
	Tidak Ada



2. Sarana Kesehatan
	Bidan
	1 orang

	Perawat
	1 orang

	Dukun beranak
	 2 orang

	Dukun pengobatan alternatif
	Tidak ada



· PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN
	Gedung SMA/sederajat 
	-
	-

	Gedung SMP/sederajat 
	-
	-

	Gedung SD/sederajat 
	 1 unit 
	Pemerintah

	Gedung TK 
	-
	-

	Gedung PAUD 
	 ada 
	    milik  desa



· SARANA PRASARANA ENERGI DAN PENERANGAN
	Genset Pribadi
	5  unit

	Listrik Negara / PLN
	-

	Kayu Bakar
	140  Keluarga

	Tanpa Penerangan
	 Tidak Ada




2.3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kolikapa
Komposisi struktur organisasi Pemerintahan Desa Kolikapa terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Keberadaan struktur Pemerintahan Desa mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam usaha menyelenggarakan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat. Dengan tugas yang demikian, maka tentunya Pemerintahan Desa berkewajiban untuk mempersiapkan sumer daya manusia yang profesional dan berkualitas dalam melaksanakan kewajian pemerintahan. 



STRUKTUR PEMERINTAH DESA



SEKRETARIS DESA

KAUR UMUM
KAUR KEUANGANAN.
KAUR PERENCAnaNAANN.
Kepala Dusun Deturia 01 
KEPALA DESA 

Kepala Dusun Deturia 002
Kepala Dusun Deturia 003




SEKSI PELAYANAN UMUM
SEKSI PEMBANGUNAN
SEKSI PEMERINTAHAN








STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ANGGOTA
SEKRETARIS

KETUA BPD

WAKIL KETUA BPD

ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA



















· 2.4. Masalah – Masalah yang dihadapi Desa
Sebagai organisasi, Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat tentu menghadapi berbagai permasalahan. Dengan permasalahan yang ada di berbagai bidang pembangunan Desa tentunya akan memberikan motivasi tersendiri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan pelayanan yang maksimal dan memadai tentunya akan memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk dapat secara tepat dan cepat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. 
Masalah masalah yang di hadapi di wilayah Desa Kolikapa adalah sebagai berikut :
· Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Adapun permasalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa selama ini adalah :
· Aparat Desa kurang memahami tentang tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang pekerjaan
· Sarana prasarana pendukung kegiatan Pemerintah Desa masih kurang / rusak sehingga kegiatan koordinasi dan konsultasi kurang berjalan dengan baik
· Badan Permusyawaratan Desa belum memahami tugas pokok dan fungsinya.
· Bidang Pelaksanan Pembangunan Desa
Adapun permasalah yang dihadapi dalam bidang pembangunan selama ini adalah :
· masyarakat kurang memahami tentang pentingnya kegiatan musyawarah Desa dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa
· Terbatasnya sarana prasarana infrastruktur dasa
· Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Adapun permasalah yang dihadapi dalam bidangpembinaan kemasyarakatan selama ini adalah :
Terbatasnya sumber daya manusia pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sehingga berpengaruh pada kinerja Pemerintahan Desa serta belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

· Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Adapun permasalah yang dihadapi dalam bidang pemberdayaan masyarakatan selama ini adalah :
· Kelompok-kelompok tani kurang aktif / tidak menjalankan kegiatan kelompok
· Administrasi kelompok tani tidak dilaksanakan dengan baik dan rapih
· Kurang transparan dalam pengelolaan keuangan kelompok mengakibatkan dana kelompok tidak terara sistem pengelolaanya.





2.5.KELEMBAGAAN DESA
· Lembaga Pemerintahan
	PEMERINTAH DESA

	Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa 
	Ada
	Perda 

	Dasar hukum pembentukan BPD 
	Ada
	Perda

	Jumlah aparat Pemerintahan Desa 
	15 orang 

	Jumlah perangkat Desa
	1  unit kerja 

	Kepala Desa
	Ada 

	Sekretaris Desa 
	Ada 

	Kepala Urusan Pemerintahan 
	Ada 

	Kepala Urusan Pembangunan 
	Ada 

	Kepala Urusan Umum 
	Ada 

	Bendahara  
	Ada  

	Jumlah Kepala Dusun di Desa 
	3 dusun 

	Kepala Dusun III Ndetundopo
	Ada 

	Kepala Dusun II Kolikapa
	Ada 

	Kepala Dusun I Kolikapas
	Ada 

	Tingkat Pendidikan Aparat Desa 
	SMA 

	Kepala Desa
	SMA 

	Sekretaris Desa
	DIPLOMA II

	Kepala Urusan Pemerintahan 
	SMA

	Kepala Urusan Pembangunan 
	SMA

	Kepala Urusan Umum 
	SMA

	Bendahara
	SMA



	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

	Keberadaan BPD 
	Ada 

	Jumlah Anggota BPD 
	5 orang 

	Pendidikan Anggota BPD 
	

	Ketua : Gabriel Ga’a
	SD tamat

	Wakil Ketua : Yohanes E Nggai
	SLTP

	Sekretaris : Anselmus Resi
	SMA

	Anggota : Bernadus Dei
	SMA

	Anggota : Maria Y. Mala
	SMA



· Lembaga Kemasyarakatan
	Lembaga Perdayaan Masyarakat Desa 

	Keberadaan LPMD 
	Ada 

	Dasar hukum pembentukan
	Ada

	Jumlah Pengurus
	10 orang 

	PKK

	Keberadaan PKK 
	Ada 

	Dasar hukum pembentukan
	Ada

	Jumlah Pengurus
	12 orang

	RUKUN WARGA

	Keberadaan RW
	6 unit organisasi

	Dasar hukum pembentukan
	Ada

	Jumlah Pengurus
	6  orang

	RUKUN TETANGGA

	RT
	Ada 

	Dasar hukum pembentukan
	Ada

	Jumlah Pengurus
	12 orang

	KELOMPOK TANI

	Dasar hukum pembentukan
	Ada 

	Jumlah Pengurus
	30  orang (4 Poktan)

	LEMBAGA ADAT
	2  unit organisai

	Dasar hukum pembentukan
	-

	Jumlah Pengurus
	-

	BUM DESA

	Dasar hukum pembentukan
	 Ada

	Jumlah Pengurus
	4 orang

	Ruang Lingkup Kegiatan
	Usaha Hasil Komoditi



	ORGANISASI KEAGAMAAN
	1 unit organisai

	Dasar hukum pembentukan
	Belum Ada

	 Jumlah Pengurus
	3 orang

	ORGANISASI PEMUDA KARANG TARUNA

	Dasar hukum pembentukan
	Ada

	Jumlah Pengurus
	3 orang




· Lembaga Pendidikan
· Pendidikan Formal
	Nama
	Jml
	Status (Terdaftar, terakreditas)
	Kepemilikan
	Jlh Tenaga Pengajar
	Jlh siswa

	
	
	
	Pemerintah
	Swasta
	Desa
	
	

	PAUD 
	2
	Terdaftar 
	-
	-
	
	8
	56

	TK 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	SD
	1
	Terdaftar
	
	
	-
	10
	84

	SMP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	SMA
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



· Pendidikan Non Formal
	Nama
	Jml
	Status (Terdaftar, terakreditasi)
	Kepemilikan
	Jlh Tenaga Pengajar
	Jlh siswa

	
	
	
	Pemerin
tah
	Swasta
	Desa
	
	

	Komputer
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Seni Musik
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Menjahit
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Mengemudi
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kecantikan
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Dll
	
	
	
	
	
	
	


















BAB III
VISI DAN MISI

3.1. Visi
Visi adalah adalah Seluruh rencana program dan kegiatan pembengunan yang akan dilakukan olieh desa secara bertahap dan berkesenambungan harus dapat menghantarkan tercitanya visi-misi desa sebagai amant RPJM-Desa selama tahun 2019-2025 (5 Tahun ) adalah :
VISI
 “ Terwujudnya Masyarakat Desa Kolikapa yang maju,mandiri,sejahtera dan berdaya dalam jaringan kerja usaha berdaya guna dan berhasil guna “

· Sedangkan Misi Desa Kolikapa adalah ;
Dengan menjabar 6 karakter Misi Dasar Marsel-Djafar :
1. Tedo Tebu Wesa Wela
2. Gaga Bo’o Kewi Ea
3. Peni Nge Wesi Nuwa
4. Teka Laku Daga Geti
5. Weke Togi Soro Sai
6. Wenggo Nua Nena Ola
Maka Misi Desa Kolikapa untuk mewujutka Visi diatas adala :
1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dan petani
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
3. Meningkatkan Produksi dan Produktifitas jambu mete dan kakao
4. Pengembangan pembangunan infrastruktur desa guna kelancaranarus lalulintas menuju sentralproduksi petani.
5. Pembangunan saran informasi dan komunikasi guna kelancaran arus informasi dan komunikasi masyarakat desa.

3.2. Misi :
Misi merupakan upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian cita-cita/visi ,maka pemerintah Desa Kolikapa akan mengaplikasikan 5 bidang antara lain :
3.2.1. Bidang Ekonomi
1. Program bantuan anakan kakao dan jambu mete
2. Bantuan anak babi setiap KK.
3. Bantua perumah layak huni.
4. Pelatihan pengurus dan anggotan kelompok tani di desa.
5. Pembenahan dan pembetukan kelompok tani dan kelompok sanggar seni.

3.2.2. Bidang Pendidikan.
3.3. Proses pengusulan untuk penabahan kartu KIP untuk anak orang tua tidak mampuh.
3.4. Pengusulan untuk penambahan buku-buku mata pelajaran di SDI Kolikapa.
3.5. Peningkatan honor Guru Paud dan pengadaan sarana alat permainan dua sekolah Paud.
3.2.3. Bidang Kesehatan.
3.6. Proses pengusulan kartu KIS bagi seluruh warga desa.
3.7. Peningkata honor tenaga medis dan pengadaan sarana kesehatan di polindes Kolikapa
3.2.4. Bidang Infrstruktur dan Lingkungan hidup.
3.3. Lanjutan Pembangunan jalan Desa dan Dusun.
3.4. Pembangunan jembatan Permanen di kali mbakajita.
3.5. Pembukaan jalan tani di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh kendaraan.
3.6. Bersama pemerintahan kabupaten melanjutkan program listrik Desa (LIDES ) di tahun 2020.
3.7. Pembangunan Towel Telkomsel di desa.
3.2.5. Bidang Penataan Birokrasi,Hukum dan Ham
3.3. Penataan kembali Struktur Birokrasi di desa dan lembaga desa.
3.4. Melakukan pelatihan-pelatihan perangkat desa.
3.5. Melakukan perlindungan hokum bagi warga desa yang tersandung dalam masalah.
3.6. Membela HAM dari Warga yang melanggar hamnya.






BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Desa yang menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan Desa secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan Desa mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan Desa. Tujuan dan sasaran pembangunan RPJM Desa Kolikapa Tahun 2019-2025 berdasarkan 6 ( enam ) misi, serta keterkaitan antara misi, tujuan serta sasaran dengan rumusan sebagai berikut :
	MISI
	TUJUAN
	SASARAN

	3.6.5.1. Meningkatkan sumber daya Manusia yang handal dan berdaya saing tinggi

	..1. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan  sarana  dan fasilitas penujang pendidikan yang memadai 


..2. Meningkatkan akses pendidikan yang  mudah dan berkualitas
	1. Meningkatnya ketersediaan sarana  memadai dan fasilitas pendidikan  yang memadai
2. Meningkatnya suasana belajar mengajar yang aman dan nyaman
1. Meningkatnya kualitas dan kompetensi tenaga pndidikan
2. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

	2. Meningkatkan Pembangunan dibidang kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

	· Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan pelayanan kesehatan


	1. Meningkatnya ketersediaan pusat pelayanan kesehatan di desa
2. Meningkatkan ketersediaan alat-alat penunjang pelayanan kesehatan

	
	· Meningkatkan derajat kesehatan dan gisi masyarakat
	1. Menigkatnya kualitas serta kuantitas tenaga pelayanan kesehatan
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya penataan lingkungan yang bersih dan sehat

	3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur 

	· Meningkatkan percepatan pembanguna  infrastruktur dasar
	1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakat
2. Tercapainya penataan  pemukiman yang berwawasan lingkungan 

	
	· Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan
	1. Tercapainya partisipasi masyarakatproses pelaksanaan pembangunan
2. Tercapainya kualitas  pembangunan Desa baik dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

	4. Meningkatkan Pembanguna dan Pemberdayaan dibidang ekonomi dan pariwisata

	· Meningkatkan produktivita perekonomian masyarakat
	1. Meningkatkan ketersediaan dan penggunaan teknologi tepat guna pengolahan produksi pertanian dan perkebunan
2. Meningkatnya peran Bumdes dan kelompok usaha produktif dalam meningkatkan pengelolan ekonomi desa

	
	· Meningkatkan pengelolaan dan promosi kepariwisataan pariwisa 
	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berskala desa
2.  Meningkatnya kunjungan wisatawan 

	5. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa

	1. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan 


	1. Meningkatnya ketersediaan sarana dan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan 

2. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan cepat tepat, dan akuntabel

	
	2. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan
	1. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur desa
2. Meningkatnya kerjasama antara pemerintahan dentar lembaga desa serta lembaga lainnya 





















BAB V
STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

A. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL
Permasalahan pembangunan terdiri atas permasalahan terkait program pembangunan Desa dan permasalahan terkait penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa.
Adapun permasalahan yang terjadi berdasarkan hasil analisis dirumuskan permasalahan terkait program pembangunan Desa, meliputi:
1. Rendahnya sumber daya manusia aparat Pemerintah Desa dalam mengelola tata pemerintah.
2. Rendahnya sumber daya manusia lembaga masyarakat Desa dalam mengelola tata kelembagaan Desa dan terbatasnya alokasi anggaran untuk bidang pembangunan 
3. Terbatasnya sarana prasarana pendukung kesehatan (ketersediaan fasilitas pendukung, obat-obatan serta tenaga kesehatan).
4. Rendahnya kualitas proses pembelajaran, sebagai akibat belum meratanya distribusi tenaga pendidik yang berkompoten dan berkualitas, serta terbatasnya media pembelajaran yang sesuai standar pendidikan.
5. Terbatasnya dukungan infrastruktur jalan dan ketersediaan energi listrik untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
6. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
7. Rendahnya pemahaman masyarakat dalam mengelola keunggulan potensi lokal.
8. Data profil Desa yang belum terdata secara akurat.
9. Masih lemahnya masyarakat Desa dalam pengelolaan  keunggulan potensi Desa.

B. ISU-ISU STRATEGI
Dalam mencapai visi dan tujuan yang diharapkan masyarakat Desa Kolikapa di tahun 2019-2025 ditemui beberapa masalah hasil pengidentifikasian masalah yang diperoleh dari data profil Desa, daftar masalah dan potensi dari 4 (empat) alat kaji dan data dukung lainnya.

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
a. Masih kurangnya sarana untuk menunjang kinerja Pemerintah Desa dan BPD seperti komputer, jaringan listrik PLN.
b. Tunjangan RT dan RW yang ada belum bisa memacu semangat kerja.
c. BPD kurang maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
d. BPD belum memiliki kantor sendiri.
e. Semangat dan efektifitas kinerja Perangkat Desa masih belum maksimal.
f. Belum dilakukan kegiatan fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa dan kegiatan fasililitasi pembenahan administrasi keuangan Desa.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan yang di bagi dalam 5 sub bidang :
A. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa
1. Jalan poros Desa sepanjang 12 km, masih merupakan jalan tanah sehingga pada musim hujan dapat menghambat arus transportasi manusia, barang dan jasa
2. Belum adanya tembok penahan tanah dan jembatan antar Desa Keb. Rangga Tengah- desa Kolikapa, Jalan trans  tengah Kolikapa-Mundinggasa, dengan  kondisinya masih jalan batu dan belum ada saluran drainase yang baik sehingga waktu musim hujan air mengalir dapat merusak badan jalan.   
3. Masyarakat belum mendapatkan pelayanan listrik negara (PLN)

B. Sub Bidang Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan  sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
1. Sarana balajar untuk anak usia pra sekolah (Kober salib sucu Ndetundopo dan tenda tebha) belum maksimal..
2. Sarana UKS SDK Detudenu belum memadai sehingga berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan yang belum berjalan sebagaimana mestinya.
3. Belum ada pagar pengaman sekolah di Paud salib suci ndertundopo mengakibatkan anak sekolah tidak nyaman dalam aktifitas.
4. Masih memerlukan penghijauan di sekitar lokasi Sekolah .

C. Sub Bidang Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan.
Peralatan medis dan non medis yang belum lengkap (tensi, tetoskop, termometer, timbangan berdiri, timbangan bayi , pealatan hecting, dopler, HB shali )
D. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi 
Masih kurang jalan tani dan jalan produksi untuk mempermuda pengangkutan hasil pertanian dan hasil perkebunan.

E. Sub Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup.
Kawasan Danu Tiwu lewu dan kawasan mata air koja aje semakin terancam keberadaanya karena batas kawasan lindung belum dibangun secara permanen oleh Pemerintah Desa dan lembaga adat. 

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1. Semua lembaga kemasyarakatan Desa, belum memahami tugas pokok dan fungsinya secara baik terutama berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat baik itu PKK, LPMD, Linmas, RT/RW, dan KPMD 
2. Penyelenggaran tugas-tugas yang dibebankan kepada kelembagaan Desa belum mengikuti prosedur dan alur yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat memperlambat pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
Diperlukan peningkatan pemahaman kepada kelembagaan Desa, sehingga dapat memberikan kontribusi pelayanan kepada masyarakat.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1. Sebagian warga belum ada jenis tanaman kayu sehingga banyak lahan yang kosong.
2. Banyak lahan tidur yang belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.
3. Banyak ternak terutama kambing, sapi, dabi, milik warga oleh pemiliknya tidak terurus atau tidak digembalakan dengan baik terutama pada siang dan sore hari, sehingga kerap kali merusak lahan perkebunan milik warga.
4. Kurang adanya kesadaran untuk mengembangkan pentingnya budaya setempat.
5. Kerajinan tangan untuk ibu-ibu sudah hampir punah seperti piring rotan , tenun ikat.
6. OMK dan Karang Taruna belum dapat mengembangkan bakat dan minat dibidang seni musik.
7. Kelompok tani kurang mendapatkan pendampingan dari tenaga PPL pertanian.
8. Hilangnya budaya tarian adat dan penggunaan alat musik tradisional di kalangan generasi muda akibat pengaruh masuknya budaya asing.
9. Masih banyak ibu hamil yang bersalin di rumah.
10. Masyarakat mengeluh pelayanan kesehatan yang kurang maksimal dari petugas kesehatan sebagian karena belum lengkapnya alat-alat kesehatan, seperti tempat tidur bersalin, dopller, HB Shali, dan lain-lain.
11. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki BPJS/KIS
12. Pada musim hujan masyarakat Desa Kolikapa sering terserang penyakit malaria, pilek dan batuk.
13. Banyak pasangan usia subur yang belum ikut program KB.
14. Insentif yang diterima guru Paud masih dibawa standar UMR
15. Badan Usaha Milik Desa yang ada belum dapat menjadi lembaga ekonomi bagi Desa dan masyarakat karena pengurus belum mendapat pembekalan tentang managemen kepengurusan.
16. Banyak anak usia sekolah yang tidak dapat melanjutkan sekolah dijenjang pendidikan yang lebih tinggi.


4. FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal, maka ditetapkan faktor penentu keberhasilan dalam pembangunan Desa Kolikapa sebagai berikut :
Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi Desa Kolikapa merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi. 
Dalam penjabarannya, strategi yang dilaksanakan oleh Desa Kolikapa adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan secara partisipatif
2. Membuka isolasi transportasi ke lahan pertanian dan perkebunan holtikultural
3. Pengadaan bibit unggul di bidang pertanian dan perkebunan Pertanian
4. Peningkatan SDM baik melalui lembaga formal maupun non formal
5. Menjujung dan mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya












BAB VI
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Dalam era otonomi daerah, setiap Desa dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Desa membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap Desa dituntut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Desa sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan Desa. 

a. Prediksi Pendapatan Selama 6 (enam) Tahun
Pembiayaan Desa dipersiapkan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Adapun perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk 6 tahun ke depan diproyeksikan sebagaimana tabel berikut :

b. Proyeksi Pendapatan Desa Kolikapa Tahun 2019-2025
	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1.
	Pendapat asli desa
	
-
	
986.642.446.-

	-
	-
	-
	-

	2.
	Transfer Dana Desa ( APBN )
	.-.
	
	

	


	3.
	Alokasi Dana Desa
	259.295.338.
	

	
.
	

	
	

	4.
	Bantuan Pem. Propinsi
	
-
	
-

	-
	-
	-
	-

	5.
	Bantuan Pem. Kabupaten
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Bagi hasil Pajak
	-
	-
	-
	
	
	

	7.
	Hibah
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Sumbangan pihak ke-3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
Jumlah pendapatan

	1.015.972.338.-
	-
	
	-
	-
	-



c. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa
Kebijakan keuangan Desa tahun 2019-2025 yang merupakan potensi Desa dan sebagai penerimaan Desa Tiwusora sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Desa dari sektor pendapatan asli Desa dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah:
1. Menetapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan Desa.
2. Meningkatkan pendapatan Desa dengan intensifikasi dan ekstensifikasi.
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan Desa yaitu dengan mendirikan dan mengesahkan koperasi atau badan usaha milik Desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki Desa.
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan Desa.
5. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan Desa.

d. Arah Kebijakan Belanja Desa
Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. 
Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:
1. Esensi utama penggunaan dana APB Desa adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja Desa tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Peraturan Desa APB Desa secara tepat waktu.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja Desa melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai system pelaporan yang akuntabel.
3. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi Desa.
4. Alokasi anggaran Desa indikatif selama 6 tahun kedepan :
a. Belanja pegawai terdiri dari :
· Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat
· Penghasilan tetap BPD
b. Belanja barang dan jasa terdari dari :
· Operasional perkantoran
· Operasional BPD
· Operasional RT/RW
c. Belanja modal terdiri dari :
· Bidang pelaksanaan pembangunan
· Bidang pembinaan kemasyarakatan
· Bidang pemberdayaan masyarakat

e.  Arah Kebijakan Pembiayaan Desa
Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman Desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. 
Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada Badan Kerjasama Antar Desa dan BUM Desa yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi kelompok kelompok usaha ekonomi produktif, koperasi dan pengusaha kecil menengah di Desa yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan Desa sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.








BAB VII
KEBIJAKAN UMUM

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan Desa bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan Pemerintahan Desa dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah Desa berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.
Secara umum kebijakan pokok dalam proses pelaksanaan, percepatan dan pemantapan capaian sasaran pembangunan Kabupaten Ende adalah optimalisasi peran dan tanggungjawab seluruh komponen masyarakat, yang dikenal dengan Model Segitiga Membangun Kabupaten Ende. Model segitiga membangun meliputi Segitiga Pendekatan, Segitiga Kemitraan Dan Segitiga Kekuatan Bekerja.
Selain kebijakan pokok tersebut diatas, dirumuskan kebijakan umum penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang didasarkan pada bidang prioritas utama yang meliputi:
· Bidang Prioritas Pendidikan
1. Peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) dan akses kelembagaan serta sarana prasarana pendidikan dan perpustakaan termasuk pendidikan bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus (difabel);
2. Peningkatan pembinaan kelembagaan, akses serta sarana prasarana kepemudaan dan olahraga;
3. Peningkatan insentif dan sarana prasarana pendukung bagi tenaga pendidik yang melayani di wilayah terpencil dan pedalaman.



· Bidang Prioritas Kesehatan
1. Percepatan penunurunan kematian ibu, bayi baru lahir dan balita;
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata bagi seluruh masyarakat dan pertimbangan pembangunan rumah sakit satelit di wilayah utara yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal dan kondisi ketersediaan sarana prasarana serta ketenagaan;
3. Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan mengintegrasikannya ke dalam program dan kegiatan yang terkait dengan sanitasi dan lingkungan;
4. Peningkatan insentif dan sarana prasarana pendukung bagi tenaga kesehatan yang melayani di wilayah terpencil dan pedalaman;
5. Peningkatan cakupan pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

· Bidang Prioritas Ekonomi dan Pariwisata
1. Meningkatkan ketahanan pangan daerah dengan mengoptimalkan produksi dan produktivitas lahan pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan;
2.  Meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga ekonomi (Koperasi, UMKM, BUM Desa dan lembaga ekonomi mikro lainnya) serta informasi pasar komoditi unggulan daerah yang kompetitif;
3. Mendayagunakan potensi kepariwisataan dan kebudayaan daerah untuk mendukung perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan Sepekan Pesta Danau Tiwusora;




· Bidang Prioritas Penunjang: Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1. Meningkatkan konektivitas antar daerah dengan membangun jalan-jalan paralel yang menghubungkan antar kecamatan dan antar Desa;
2. Meningkatkan akses terhadap air bersih untuk masyarakat, baik di perkotaan maupun perdesaan;
3. Meningkatkan akses listrik untuk kebutuhan masyarakat, dengan fokus agar seluruh Desa dapat menikmati listrik;
4. Menertibkan seluruh pertambangan liar dan meninjau kembali ijin pertambangan yang telah diberikan, dan berpotensi merusak lingkungan.

· Bidang Prioritas Penunjang: Penataan Birokrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum, HAM, Keamanan dan Ketetiban
1. Meningkatkan kepatuhan dan konsistensi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yang telah ditetapkan;
2. Pengintegrasian standar pelayanan minimal ke dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah daerah;
3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan melalui kegiatan Selasa Keliling-Sabtu Keliling (Selang- Saling);
4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui intensifikasi terhadap sumber-sumber penghasilan dan pajak dan retribusi daerah, termasuk pajak bumi dan bangunan (PBB) yang telah diserahkan kewenangannya oleh pemerintah kepada pemerintah daerah;
5. Penyediaan tunjangan kinerja kepada aparatur sipil negara, yang disesuaikan dengan wilayah pelayanannya (terpencil, pedalaman dan dalam kota) dengan mempertimbangkan kapasitas keungan daerah;
6. Meningkatkan kemitraan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, swasta dan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan;
7. Mengatasi kemiskinan masyarakat melalui peningkatan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dengan mengalokasikan dana pembangunan untuk Desa dan kelurahan dari APBD Kabupaten Ende, minimal sebesar Rp. 700 juta sampai dengan 1 Milyar per Desa dan Kelurahan dan kegiatan swakelola oleh masyarakat;
8. Mengintegrasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari pusat, dan provinsi serta lintas sektor lainnya dengan program ungulan daerah serta validasi data kemiskinan daerah untuk dijadikan acuan bagi SKPD terkait dalam merencanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan;
9. Menciptakan lapangan pekerjaan masyarakat, melalui program pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh daerah dengan mengacu kepada berbagai pembelajaran cerdas masyarakat dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan.









BAB VIII 
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

A. Program Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2025
Upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, dilaksanakan melalui program pembangunan Kabupaten Ende yang disebut “TIWU TELU atau Tri Warna Program Pembangunan Kabupaten Ende”, yaitu : pendidikan, kesehatan dan ekonomi didukung dengan program-program penunjang lainnya, yaitu: infrastruktur dan lingkungan hidup serta penataan birokrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, hukum, HAM, keamanan dan ketertiban.
Tiwu Telu meliputi program program strategis terkait pencapaian visi dan misi pembangunan, dan program operasional yang diarahkan dalam rangka pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

I. Program pada Setiap SKPD
Program yang ada pada setiap SKPD ini, pada prinsipnya merupakan program-program yang berkaitan dengan operasional rutin perkantoran, terdiri dari:
1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; dan
3. Program peningkatan disiplin aparatur;
4. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS;
5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

II. Program Pembangunan menurut Urusan Wajib dan Urusan Pilihan per masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2014-2019. 

	MISI 1
	: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi



1. Urusan Wajib Pendidikan
a. Program pendidikan anak usia dini;
b. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
c. Program pendidikan menengah;
d. Program pendidikan non formal;
e. Program pendidikan luar biasa;
f. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
g. Program manajemen pelayanan pendidikan.

2. Urusan Wajib Perpustakaan
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

3. Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga
a. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda;
b. Program peningkatan peran serta kepemudaan;
c. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
d. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga;
e. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga;
f. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.


	MISI 2
	: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat



1. Urusan Wajib Kesehatan
a. Program obat dan perbekalan kesehatan;
b. Program upaya kesehatan masyarakat;
c. Program pengawasan obat dan makanan;
d. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
e. Program perbaikan gizi masyarakat;
f. Program pengembangan lingkungan sehat;
g. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
h. Program standarisasi pelayanan kesehatan;
i. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya;
j. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit;
k. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit;
l. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan;
m. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita;
n. Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia;
o. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan;
p. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.
2. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
a. Program keluarga berencana;
b. Program kesehatan reproduksi remaja;
c. Program pelayanan kontrasepsi;
d. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB yang mandiri; 
e. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
f. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR;
g. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS;
h. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
i. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga;
j. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU.

	MISI 3
	: Percepatan Pembangunan Perekonomian dan  Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan



1. Urusan Pilihan Pertanian
a. Program peningkatan kesejahteraan petani;
b. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan;
c. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;
d. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
e. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
f. Program peningkatan produksi hasil peternakan;
g. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
h. Program peningkatan penerapan teknologi petemakan.


2. Urusan Wajib Ketahanan Pangan
a. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan;
b. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan.

3. Urusan Wajib Kebudayaan
1. Program pengembangan nilai budaya;
2. Program pengelolaan kekayaan budaya;
3. Program pengelolaan keragaman budaya;
4. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.

4. Urusan Pilihan Pariwisata
1. Program pengembangan pemasaran pariwisata;
2. Program pengembangan destinasi pariwisata;
3. Program pengembangan kemitraan.

5. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
1. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif;
2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah;
3. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
4. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

6. Urusan Pilihan Perdagangan
Program pembinaan pedagang kaki lima.

7. Urusan Pilihan Perindustrian
Program pengembangan industri kecil dan menengah;

8. Urusan Wajib Penanaman Modal
1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;
3. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana Desa.

9. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.

10. Urusan Wajib Ketenagakerjaan
1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
2. Program peningkatan kesempatan kerja;

11. Urusan Wajib Administrasi Keuangan Daerah
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten.

	MISI 4
	: Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Secara Kuantitatif maupun Kualitatif Sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan



1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
a. Program pembangunan jalan dan jembatan;
b. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
c. Program pembangunan turap/talud/brojong;
d. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
e. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong;
f. Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan;
g. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;
h. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
i. Program penyediaan dan pengolahan air baku;
j. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya;
k. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
l. Program pengendalian banjir;
m. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
n. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan.

2. Urusan Wajib Perhubungan
a. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
b. Program peningkatan pelayanan angkutan;
c. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;

3. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral
a. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan;
b. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan;
c. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan



4. Urusan Wajib Perumahan
a. Program pengembangan perumahan;
b. Program lingkungan sehat perumahan;
c. Program pemberdayaan komunitas perumahan;
d. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial;
e. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran;
f. Program pengelolaan areal pemakaman.

5. Urusan Wajib Lingkungan Hidup
a. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
b. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
c. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
d. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam;
e. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
f. Program peningkatan pengendalian polusi;
g. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan kawasan konservasi hutan;
h. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

6. Urusan Wajib Penataan Ruang
a. Program perencanaan tata ruang;
b. Program pemanfaatan ruang;
c. Program pengendalian pemanfaatan ruang.

7. Urusan Pilihan Kehutanan
a. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan;
b. Program rehabilitasi hutan dan lahan;
c. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan.

	MISI 5
	: Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat



1. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
a. Program pengembangan data/informasi;
b. Program kerjasama pembangunan;
c. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
d. Program peningkatan kapasitas kembagaan perencanaan pembangunan Desa;
e. Program perencanaan pembangunan Desa;
f. Program perencanaan pembangunan ekonomi;
g. Program perencanaan sosial budaya;
h. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.

2. Urusan Wajib Statistik
Program pengembangan data/informasi/statistik Desa

3. Urusan Wajib Otonomi Desa, Pemerintahan Desa, Administrasi Keuangan Desa, Perangkat Desa, Kepegawaian dan Persandian
a. Program peningkatan kapasitas lembaga BPD;
b. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa;
c. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
d. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
e.  Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
f. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat;
g. Program peningkatan kerjasama antar Desa;
h. Program penataan peraturan peraturan Desa;

4. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan;
b. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa;
d. Program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
e. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan.

5. Urusan Wajib Kearsipan
a. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan;
b. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip Desa;
c. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan;
d. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.

6. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
a. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
b. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi;

c. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
d. Program kerjasama informasi dan media massa.

7. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;
b. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
c. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
d. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan;
e. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;

8. Urusan Wajib Sosial
a. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
b. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
c. Program pembinaan anak terlantar;
d. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
e. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

9. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
b. Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
c. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
d. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat);
e. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

10. Urusan Pertanahan
a. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah;
b. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
c. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan;
d. Program pengembangan sistem informasi pertanahan.

11. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Program penataan administrasi kependudukan. 

B. PROGRAM PEMBANGUNAN DESA KOLIKAPA TAHUN 2019-2025
Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Maukaro, Desa Kolikapa selama periode tahun 2019-2025.
Untuk mencapai visi dan misi dalam berbagai perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam 4 (empat) bidang pembangunan Desa dengan program dan indikasi kegiatan di bawah ini  :




1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Program kegiatan dan bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa lain:
1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. Tunjangan BPD;
4. Operasional perkantoran;
5. Operasional BPD;
6. Operasional RT/RW;
7. Pendataan dan pengisan profil Desa;
8. Penyelenggaraan musyawarah Desa;
9. Pengelolaan informasi Desa;
10. Penyelenggaraan perencanaan Desa;
11. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pembangunan Desa;
12. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
13. Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Desa;
14. Pembangunan kantor BPD, PKK dan LKMD;
15. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Desa yang transparan, akuntabel dan profesional.

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Program Kegiatan dan bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa lain :
1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain :
a. Pembangunan rabat beton jalan dusun
b. Pembangunan saluran permanen di 3 dusun, Pembangunan TPT .
c. Pembangunan rumah layak huni
d. Pembanunan rabat beton jalan poros Desa dan jalan lintas pemukiman Desa dan jalan tani.

2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
a. Rehabilitasi sarana air minum bersih
b. Rehabilitasi tugu kran
c. Pemasangan meteran listrik di Poskesdes
d. Pengadaan kulambu
e. Sosialisasi pola hidup bersih sehat
f. Pengadaan obat-obatan dan peralatan medis di Poskesdes
g. Pembangunan WC umum permanent
h. Pembangunan sanitasi lingkungan dan;
i. Pelayanan kesehatan Desa seperti Posyandu.
j. Pemberian makanan tambahan (PMT) untuk bayi Balita dan Lansia
k. Pelatihan peningkatan tenaga medis dan  kader Posyandu
l. Operasional kader Posyandu
m. Operasional tenaga medis
n. Pengadaan gedung dan mebeler Posyandu
o. Penyuluhan JPKM
p. Penyuluhan gizi keluarga dan waspada gizi buruk  
q. Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
r. Pembangunan Pos Kesehatan Desa
s. Pelayanan Posyandu Lansia

3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
a. Penertiban manajemen keuangan komite sekolah SD.
b. Pengedaan meubelair SD,
c. Pembangunan lanjutan sarana prasarana ruang perpustakaan SD,
d. Pembangunan gedung PAUD
e. Pengadaan sarana bermain PAUD
f. Bantuan honor guru komite PAUD
g. Pembangunan mesh guru permanent
h. Pembangunan laboratorium IPA dan matematika serta bahasa di SD,
i. Pembangunan pagar pengaman di lingkungan SD,
j. Taman bacaan masyarakat; 
k. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; dan
   l.Pengembangan dan pembinaan sanggar seni.

4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
a. Pembangunan rabat beton jalan Desa tani 2 km 
b. Pembangunan gedung Posyandu multifungsi 
c. Pembangunan gedung PAUD multi fungsi 
d. Pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur dasar
e. Pertanian dan perkebunan yang sudah ada.
f. Pengadaan obat-obatan untuk petani kopi, kakao,
g. Pengadaan bibit ternak unggul babi, kambing dan sapi.
h. Pengadaan Pemecah kemiri
i. Pelatihan managemen BUM Desa bagi pengurus dan anggota,
j. Penguatan permodalan BUM Desa;
k. Pembibitan tanaman pangan; 
l. lumbung Desa;
m. Pembukaan lahan pertanian
n. Pengelolaan usaha hutan Desa;
o. Penertiban Hewan (kandang ternak);
p. Instalasi biogas; dan
q. Mesin pakan ternak.
r. Pengadaan alat rontok padi

5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
a. Penghijaua lahan tidur
b. Pembuatan terasering;
c. Penghijauan dan perlindungan mata air.

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Program kegiatan dan bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa lain:
a. Operasional LPMD
b. Operasional Linmas
c. Rehabilitasi Kapela
d. Kegiatan HUT RI
e. Oprasional KPMD
f. Operasional PKK
g. Pembinaan lembaga adat
h. Pengadaan perlengkapan bola kaki
i. Pemeliharaaan lapangan bola kaki
j. Pengadaan kostum olah raga volly ball dan bola kaki
k. Kegiatan badan kemitraan Puskesmas
l. Operasional kegiatan antar Desa
m. Operasional Dasa Wisma
n. Kegiatan Hardiknas
o. Mengesahkan kekuatan regulasi untuk kelembagaan di tingkat Desa;

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Program Kegiatan dan bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa  lain:
a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
b. Pelatihan teknologi tepat guna; 
c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa
d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
e. Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
f. Kelompok usaha ekonomi produktif;
g. Kelompok perempuan, 
h. Kelompok tani, 
i. Kelompok masyarakat miskin, 
j. Kelompok pengrajin, 
k. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak dan kelompok pemuda.
l. Mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan semangat swadaya.
m. Pelestarian budaya lokal;










BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen wajib yang disiapkan oleh Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang pada intinya mewajibkan Pemerintah Desa dalam mekanisme perencanaan untuk merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Seperti diketahui bahwa bagi Pemerintah Desa untuk merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang kemudian menjadi dasar dalam merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) serta juga merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dengan mekanisme perencanaan yang demikian, maka tentunya kewajiban yuridis tersebut harus dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa.
Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Kolikapa menyadari bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ini menjadi pedoman arah pembangunan Desa Kolikapa kedepan sehingga dapat terwujudnya kualitas sumber daya manusia berbasis keunggulan dan kemandirian sesuai cita-cita masyarakat Desa yang tertuang dalam visi dan misi Desa.
Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Pemerintah di berbabagi level yang telah mendorong kami untuk merumuskan Program Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan kepada semua pihak yang telah mendukung kami dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
Besar harapan kami bahwa dengan adanya dokumen rencana strategis pembangunan Desa ini dapat membantu memberikan input data dan informasi positif kepada semua pihak dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan yang bermuara dari Desa.
Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga kritik konstruktif demi penyempurnaan dokumen perencanaan ini sangat kami harapkan demi implementasi yang lebih sempurna. 

                            Kolikapa,    Nopember 2020
			      Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

                 TIM PENYUSUN RPJMDES

	NO
	NAMA
	JABATAN
	JABATAN DALAM TIM
	TTD

	1.
	Antonius Radja
	Kepala Desa
	Pembina
	

	2.
	Kornelius Naga
	Sekretaris
	Ketua
	

	3.
	Yohanes Goa
	Ketua LPM
	Sekretaris
	

	4.
	Adrianus Dhajo
	Kaur Pem
	Anggota
	

	5.
	Albertus Radja
	Kaur Pemb
	Anggota
	

	6.
	Palina Kune
	KPMD
	Anggota
	

	7.
	Antonius Dhima
	Kadus
	Anggota
	

	8.
	Fransiskus Meno
	Kadus
	Anggota
	

	9.
	Maksimus Rakhi
	Kadus
	Anggota
	

	10.
	Aloysius Setu
	Tokoh Masyarakat
	Anggota
	

	11.
	Maria Y.Mala
	Tokoh Wanita
	Anggota
	




KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN   DESA KOLIKAPA
KECAMATAN MAUKARO
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KOLIKAPA
NOMOR :     TAHUN  2020

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA KOLIKAPA
 KECAMATAN MAUKARO  KABUPATEN ENDE  TAHUN 2019-2025 MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KOLIKAPA,

	Menimbang
	:
	a.
	bahwa untuk melaksanakan  pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Badan Permusyawatan Desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa;

	
	
	b.
	bahwa hasil musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun Rencana RPJM Desa

	
	
	c.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawatan Desa.

	Mengingat
	:
	1.
	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

	
	
	2.
	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

	
	
	3.
	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

	
	
	4.
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

	
	
	5.
	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

	
	
	6.
	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

	
	
	7.
	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

	
	
	8.
	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);


	
	
	9.
	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

	
	
	10.
	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

	
	
	11.
	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

	
	
	12.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

	
	
	13.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

	
	
	14.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);


	
	
	15.
	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);

	
	
	16.
	Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 – 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 Nomor 11);

	
	
	17.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Ende Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 14);

	
	
	19.



	Peraturan Bupati Ende Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015 Nomor 14).


	
	
	
	MEMUTUSKAN:

	Menetapkan
	:
	Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kolikapa tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana  Pembambangunan Jangka Menengah Desa Kolikapa  Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende Tahun 2020-2026 Menjadi Peraturan Desa.

	KESATU
	
	Membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa  Desa Koliapa Kecamatan Maukaro  Kabupaten Ende tahun 2020-2026 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa.

	KEDUA
	
	Menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa  Desa Kolikapa Kecamatan Maukaro  Kabupaten Ende  Tahun 2020 -2026 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa.

	KETIGA
	
	Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.





                                    Ditetapkan di Kolikapa
		                                     pada tanggal,     Maret 2020

			KETUA BPD DESA KOLIKAPA,


					GABRIEL GA’A































BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KOLIKAPA
KECAMATAN MAUKARO
KABUPATEN ENDE

AGENDA RAPAT 


I.  Pelaksanaan Rapat
1.   Hari / tanggal  	:             Januari 2020
2.   Jam	:  8.00 WIB s/d selesai
3.   Tempat	:  Aula Kantor Desa Kolikapa
4.   Tujuan Rapat	: 1. Membahas Penetapan  Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa) 
II.   Jenis dan sifat rapat
1.   Jenis rapat		: Khusus
2.   Sifat rapat		: Terbuka
III.  Pimpinan rapat
1.   Nama		: Gabriel Ga’a	
2.   Jabatan               : Ketua BPD Kolikapa
IV.  Susunan Acara rapat
1. Pembukaan oleh Ketua BPD;
2. Pembacaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Desa Kolikapa Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende 2019 oleh Kepala Desa;
3. Kesepakatan BPD;
4. Pembacaan Keputusan BPD tentang Kesepakatan  Penetapan Peraturan Desa tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah  Desa Kolikapa Tahun 2019 oleh Kepala Desa;
5. Penandatangan dan penyerahan
6. Sambutan Kepala Desa
7. Penutup oleh Ketua BPD


V.  Sekretaris rapat
1.   Nama			: Yohanes E. Nggai
2.   Jabatan			: Wakil Ketua BPD Kolikapa
VI. Jumlah anggota BPD yang hadir
1.   Jumlah anggota BPD			         : 5 Orang
2.   Hadir dalam rapat paripurna		: 5  Orang
3.   Tdak hadir dalam rapat paripurna   	:  -   Orang
VII. Unsur Pemerintah yang hadir			:  9  Orang

VIII.   Jalannya rapat.
1. Pembukaan Pimpinan Rapat
Ketua BPD membuka rapat;
2. Sambutan Kepala Desa : membacakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kolikapa Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende Tahun 2019;
3. Pembahasan dan Kesepakatan BPD 
Setelah mendengarkan RencanaPembangunan Jangka menengah  Desa Kolikapa Kecamatan Maukaro   Kabupaten Ende Tahun 2019 yang disampaikan Kepala Desa dan melakukan pembahasan oleh semua anggota BPD menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kolikapa Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende Tahun 2019 ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
4. Rapat ditutup oleh Ketua BPD

Kolikapa,    Nopember 2020
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
	
	KETUA, 	WAKIL KETUA 


GABRIEL GA’A                                 YOHANES E. NGGAI


DAFTAR HADIR
	RAPAT PARIPURNA BPD KOLIKAPA
Hari / Tanggal	:                 Nopember 2020 
W a k t u	:   08-sampai selesai   
Tempat	:   Aulah Kantor Desa Kolikapa
Acara	:	Membahas Penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kolikapa Tahun 2019
	No.
	N  a  m  a
	J a b a t a n
	Tandatangan

	1
	GABRIEL GA’A
	Ketua
	

	2
	YOHENES E. NGGAI
	Wakil ketua
	

	3
	ANSELMUS RESI
	Sekretaris
	

	4
	BERNADUS DEI
	Anggota
	

	5
	MARIA Y. MALA
	Anggota
	















BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RPJM -Desa 2019

Pada hari ini …… tanggal ……. belas Bulan Nopemberi Tahun Dua Ribu Sembilan belas, bertempat di Desa Kolikapa  Kecamatan Maukaro Kabupaten Endedengan dihadiri  oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Tokoh Wanita dalam rangka membahas Rencana Rencana Kerja Pemerintah Desa kolikapa Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende Tahun 2019.
Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :
A.  Menyepakati RPJM -Desa Kolikapa Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi
· Penghasilan Tetap Kepala Desa  dan Perangkat Desa
· Tunjangan Kades dan Perangkat Desa
· Penghasilan Lain yang sah Kepala Desa  dan Perangkat Desa
· Honor BPD
· Operasional BPD
· Insentif RW dan RT
· Operasional kantor
b. Pengelolaan dan Pengembangan sistem Administrasi dan Informasi Desa.
c. Penyusunan dan Pengembangan Tata Ruang dan Peta Sosial Desa.
d. Penetapan Organisasi Pemerintah Desa (SOTK)
e. Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
f. Penyelenggaraan Musyawarah Desa.
g. Penyelenggaraan Perencanan Desa (RKPDesa)
h. Penetapan Raperdes tentang APBDes dan Raperdes tentang Penjabaran APBDes.
i. Penetapan Raperdes tentang Perubahan APBDesa dan Raperdes tentang Penjabaran Perubahan APBDesa.
j. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun.
k. Penetapan Raperdes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes.
l. Penetapan Peraturan Desa Lainnya.
m. Pengelolaan Aset / Barang Milik Desa.
n. Penataan, Penggunaan dan Pemanfaatan/ Pengelolaan Tanah Kas Desa
o. Penetapan Pos Keamanan dan Pos Kesiagaan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan dan Kondisi Sosial Masyarakat Desa (Pos Kamling)
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :
a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar :
1. Pembukaan jalan Usaha Tani
2. Pembangunan tembok penahan pemukiman
3. Pembangunan sarana Air minum bersih berskala Desa
4. Pembangunan Gedung Pendidikan Anak Usia Dini 
5. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu melalui Pemeriksaan Ibu Hamil.
6. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
7. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu melalui Penyuluhan Kesehatan.
8. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu melalui Penimbangan Bayi.
9. Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan.
10. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Insentif guru PAUD)
11. Pengadaan dan Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat dan Perpustakaan Desa.
b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa :
1. Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan Balai Pertemuan
2. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa.
3. Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Desa.
4. Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah.
5. Pembangunan dan pemeliharaan Turap/ Bronjong/ Talud Desa.
6. Rahabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai.
7. Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase/ Plat Deker.
8. Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi Tersier/ Pintu Air.
9. Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Bola Folly.
10. Pembangunan dan Pemeliharaan TK/TPA/TPQ/Kober dan KBA.
11. PembangunanPembangkit Listrik Tenaga Matahari
12. Pembangunan dan Pemeliharaan Perumahan Layak Huni.
13. Pembangunan dan Pemeliharaan Poskamling
14. Pembanguan dan Pemeliharaan Gerbang/ Gapura Desa.
15. Pembangunan Perluasan Jaringan Listrik dan Instalasi .
c. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal :
1. Pengaturan Pelaksanaan Penanggulangan Hama dan Penyakit Pertanian dan Perikanan secara terpadu.
2. Penetapan jenis pupuk dan pangan organik untuk pertanian dan perikanan.
3. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Komunikasi dan Informasi (Website Desa).
4. Pembangunan Kandang Ternak Komunal Milik Desa (Kandang Sapi/ kerbau).
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :
a. Sosialisasi Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Desa (membina PKK, LINMAS, BPD dan LPMD)
b. Membina Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam, OP LINMAS, Babinsa, Babinkamtibmas, Bela Negara).
c. Melestarikan dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM)
d. Penyelenggaraan Peringatan Hari besar Daerah, Nasional dan Keagamaan (PHBN dan PHBI).
e. Penyelenggaraan Kegiatan Adat Budaya Desa (Sedekah Bumi).
f. Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Keagamaan.
g. Fasilitasi dan Pembinaan Karang Taruna.
h. Fasilitasi dan Pembinaan PKK Desa.
i. Pemberian Santunan Sosila Kepada Keluarga Fakir Miskin.
j. Pemberian Santunan Sosila Kepada Yatim/ Yatim Piatu.
k. Fasilitasi dan Stimulasi Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni.
l. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindakan Kekerasan.
m. Fasilitasi dan Pembinaan Penyediaan Pelayanan KB.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
a. Pelatihan Usaha Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.
b. Pelatihan Usaha Bidang Perdagangan.
c. Pelatihan Di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik.
d. Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat.
e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa.
f. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga BPD.
g. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya LPMD.
h. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan RW dan RT.
i. Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
j. Peningkatan Kapasitas Karang Taruna Desa.
k. Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dan Kader KB.
l. Peningkatan Kapasitas bagi Pengajar TPQ Riyadhul Fikri
5. Menyepakati RKP-Desa Wologai Tahun 2017setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKP-Desa Wologai Tahun 2017 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :
1. Pembangunan harus mengutamakan skala prioritas yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.
2. Pelaksanaan Pembangunan bersifat merata di semua dusun.
Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.Catatan diambil dari lampiran 15
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
( B P D )
DESA KOLIKAPA KECAMATAN MAUKARO
KABUPATEN ENDE

PERATURAN  BADAN PERMUSYAWARAN DESA KOLIKAPA
KECAMATAN MAUKARO KABUPATEN ENDE
NOMOR:  ......TAHUN 2019

TENTANG
TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KOLIKAPA KECAMATAN MAUKARO KABUPATEN ENDE

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KOLIKAPA

Menimbang : a.   bahwa untuk melaksanakan pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Wologai Kecamatan Ende Kabupaten Ende dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, perlu menetapkan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Kolikapa, Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Kolikapa Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende.
	
	
	c.
	babbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud pappada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desdesa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahtahun 2019.



	Mengingat
	:
	1.
	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

	
	
	2.
	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

	
	
	3.
	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

	
	
	4.
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

	
	
	5.
	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

	
	
	6.
	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

	
	
	7.
	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

	
	
	8.
	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

	
	
	9.
	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

	
	
	10.
	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

	
	
	11.
	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

	
	
	12.
	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

	
	
	13.
	Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal,  Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Musyawarah di Desa,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2091);


	
	
	
	
MEMUTUSKAN

	Menetapan
	
	
	PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KOLIKAPA KECAMATAN MAUKARO KABUPATEN ENDE TENTANG  TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KOLIKAPA KECAMATAN ENDE KABUPATEN ENDE 



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa Kolikapa Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende yang merupakan kesatuan masyarakat hukum, memiliki  wilayah yang terdiri dari dusun dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Kolikapa Kecamatan EndeKabupaten Maukaro sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Kolikapa Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa Kolikapa Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende; 
5. Camat adalah Camat Ende Kabupaten Ende;
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende;
7. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Ende;
8. Pimpinan BPD adalah Ketua dan Wakil Ketua serta 1 (satu) Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa;
9. Anggota BPD adalah Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kolikapa Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende;
10. Komisi/Panitia adalah Komisi – Komisi/Panitia didalam Badan Permusyawaratan Desa Kolikapa Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende;
11. Peraturan Desa, selanjutnya disebut Perdes adalah Peraturan Desa Kolikapa Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Kolikapa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
14. Rencana Peraturan Desa, selanjutnya disebut Ranperdes adalah Rencana Peraturan Desa Kolikapa Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende;
15. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Kolikapa Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kolikapa Kecamatan Mauakro Kabupaten Ende;

BAB II
SUSUNAN DAN KEDUDUDKAN KEANGGOTAAN BPD

Susunan
Pasal 2
1. Angota BPD adalah wakil dari penduduk desa  berdasarkan keterwakilan wilayah dusun yang pengisiannya dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat secara demokratis;
2. Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Warga desa, Golongan Profesi, Pemuka Agama, dan Tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal tetap di desa, merupakan  perwakilan dari setiap dusun;
3. Jumlah Anggota BPD  adalah 5 ( lima ) orang merupakan perwakilan dari setiap dusun, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan;
4. BPD terdiri dari pimpinan dan anggota;
5. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji;
6. Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Kedudukan
Pasal 3
BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa


BAB III 
FUNGSI DAN WEWENANG BPD

Pasal 4

BPD mempunyai fungsi dan wewenang:
a. membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
c. Memberikan usul dan saran kepada Kepala Desa tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan Desa;
e. Menjelaskan kebijakan Pemerintah Desa kepada masyarakat;
f. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa/panitia pemilihan kepala desa antar waktu;
h. Meminta laporan keterangan penyelenggaran pemerintahan  secara tertulis dari kepala desa setiap akhir tahun anggaran;
i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan desa lain atau dengan pihak ketiga;
j. Melaksanakan konsultasi dengan organisasi kemasyarakatan atau lembaga kemasyarakatan; dan
k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 





BAB IV
KEANGGOTAAN BPD

Pasal 5

1. Anggota BPD berjumlah 5 ( Lima ) orang;
2. Keanggotaan BPD diresmikan dengan keputusan bupati sesuai dengan laporan kepala desa yang disampaikan melalui camat;
3. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji anggota BPD dan berakhir pada saat anggota BPD yang baru mengucapkan sumpah/janji;
4. Anggota BPD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 6 (enam) tahun anggota BPD yang lama;
5. Dalam hal terdapat anggota BPD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 6 (enam) tahun anggota BPD yang lama, masa jabatan anggota BPD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota BPD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama;
6. Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota BPD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud. 
Pasal 6
1. Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah / janji secara bersama-sama yang dipandu oleh oleh bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
2. Anggota BPD yang berhalangan mengucapkan sumpah / janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) mengucapkan sumpah / janji dipandu oleh Ketua BPD dalam rapat paripurna istimewa;
3. Anggota BPD pengganti antar waktu (PAW) sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua BPD dalam rapat paripurna istimewa; 

Pasal 7
1. Pengucapan sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6  didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
2. Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah";
b. Selain Islam, diawali dengan frasa “Demi Tuhan”;
c. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan
menolong saya";
d. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
e. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
3. Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota BPD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/ janji. 

Pasal 8
Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:
”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; 
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan 
Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB V
HAK DAN PELAKSANAAN HAK BPD

Hak BPD
Pasal 9

1)   BPD Desa berhak:
a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.
2. Anggota BPD berhak:
a. mengajukan usul Rencana Peraturan Desa;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. memilih dan dipilih; dan
e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Tata Cara Pelaksanaan Hak BPD
Pasal 10
1. Ketentuan hak – hak yang dimaksud pasal 9, hanya dapat diajukan oleh sekurang – kurangnya 3 orang anggota BPD;
2. Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada pimpinan BPD secara tertulis, singkat dan jelas ditanda tangani pengusul;
3. Selambat – lambatnya 1 minggu setelah menerima usul dimaksud ayat (2) Pimpinan BPD mengadakan rapat / musyawarah;
4. Rapat / musyawarah dapat menerima atau menolak usul yang diajukan pengusul dengan ketentuan, apabila usulan ditolak maka tidak boleh lagi diajukan untuk masa sidang atau rapat / musyawarah pada tahun berjalan dan apabila diterima harus ditindaklanjuti oleh Pimpinan BPD sesuai dengan kepentingannya. 

Pasal 11
1. Hak mendapatkan biaya operasional BPD dalam melaksanakan fungsinya, sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf c digunakan untuk :
a. Biaya pelaksanaan sidang, rapat, musyawarah;
b. Biaya administrasi kesekertariatan;
c. Biaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan keanggotaan BPD;
d. Biaya lain yang tidak bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Disamping biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan anggota BPD berhak mendapatkan :
a. Penghasilan tetap;
b. Tunjangan-tunjangan;
c. Pakaian dinas;
3. Dalam setiap tahun anggaran, BPD menyusun dan menetapkan kebutuhannya dalam Anggaran Balanja BPD ;
4. Anggaran Balanja BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) disusun oleh Panitia Anggaran setelah menerima masukan dari para anggota BPD;
5. Anggaran Balanja BPD sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan oleh ketua BPD kepada Kepala Desa untuk dimasukan kedalam Rencana APB Desa.
Pasal 12
1. Hak meminta keterangan  sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf a diajukan kepada Pimpinan BPD, disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberi nomor pokok oleh sekretariat BPD ;
2. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Desa yang akan dimintakan keterangan; dan
b. alasan permintaan keterangan. 
Pasal 13

1. Usul interpelasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 disampaikan Pimpinan BPD pada rapat paripurna BPD;
2. Dalam rapat paripurna BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul interpelasi tersebut;
3. Pembicaraan mengenai suatu usul interpelasi dilakukan dalam rapat paripurna BPD dengan ember kesempatan kepada :
a. anggota lainnya untuk memberikan pandangan; dan
b. para pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan para anggota.
4. Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul interpelasi ditetapkan dalam rapat paripurna BPD;
5. Pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usul interpelasi sebelum memperoleh keputusan BPD;
6. Usul interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi BPD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna BPD yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota yang hadir;
7. Dalam hal rapat paripurna BPD menetapkan persetujuannya, Pimpinan BPD mengajukan interpelasi sebagaimana dimaksud ayat (6) kepada kepala desa dalam rapat paripurna. 

Pasal 14
1. Kepala desa dapat hadir dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap interpelasi BPD;
2. Apabila kepala desa tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa menugaskan perangkat desa untuk mewakilinya; 
3. Setiap anggota BPD peserta paripurna dapat mengajukan pertanyaan lisan atas penjelasan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
4. Terhadap penjelasan tertulis kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPD dapat mengajukan pernyataan pendapat;
5. Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara resmi oleh BPD kepada kepala desa sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi;
6. Pernyataan pendapat BPD atas keterangan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk BPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk kepala desa dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan. 

Pasal 15
1. Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c  diusulkan kepada pimpinan BPD;
2. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan BPD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta diberi nomor pokok oleh Sekretariat BPD;
3. Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya: 
a. Materi dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat ;
b. Materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan atau materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai Kepala Desa.
4. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh pimpinan BPD dalam rapat/musyawarah paripurna dan dibagikan kepada seluruh anggota BPD;
5. Panitia Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat / musyawarah paripurna atas usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasaan atas usul menyatakan pendapatnya secara ringkas;
6. Selama usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum disetujui oleh rapat / musyawarah paripurna pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali;
7. Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pengusul menarik usulnya kembali. Maka usul tersebut menjadi gugur dengan sendirinya;
8. Dalam hal rapat / musyawarah paripurna menyetujui usul hak menyatakan pendapat, rapat / musyawarah paripurna membentuk panitia khusus;
9. Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8), melakukan pembahasan dengan Kepala Desa;
10. Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) , Kepala Desa dapat diwakilkan oleh Perangkat Desa;
11. Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10), panitia khusus dapat mengadakan rapat / musyawarah kerja, rapat / musyawarah dengar pendapat, dan/atau rapat / musyawarah dengar pendapat umum dengan pihak yang dipandang perlu, termasuk pengusul;
12. Setelah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), ayat (10) dan ayat (11) dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dalam rapat / musyawarah paripurna untuk menyetujui atau menolak pernyataan pendapat tersebut. 

Pasal 16

1. Keputusan BPD mengenai usul menyatakan pendapat yang berupa dugaan:
a. Melanggar sumpah / janji jabatan Kepala Desa;
b. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
c. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.
2. Keputusan BPD mengenai usul menyatakan pendapat selain yang dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Desa;
3. Apabila usul menyatakan pendapat terbukti atau dapat dibuktikan sebagaimana dimaksud ayat (1), BPD menyelenggarakan rapat / musyawarah paripurna untuk meneruskan usul pertimbangan pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati  melalui Camat.

Pasal 17
1. Setiap anggota BPD berhak mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf b kepada Kepala Desa;
2. Pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tentang pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan;
3. Pimpinan BPD meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Desa;
4. Jawaban atas pertanyaan yang dimaksud ayat (2)  oleh Kepala Desa dilakukan secara tertulis;
5. Penanya dapat meminta kepada Kepala Desa agar memberikan jawaban secara lisan dalam rapat / musyawarah paripurna BPD atau rapat panmus, atau rapat panitia atau rapat gabungan;
6. Jawaban yang diberikan Kepala Desa menjadi bahan penilaian BPD dan selanjutnya BPD dapat menerima atau menolak jawaban tersebut;
7. Jika jawaban dimaksud ayat (6) diterima, maka persoalannya dianggap selesai dan sebaliknya jika ditolak maka konsekwensinya menjadi beban pertanggungjawaban Kepala Desa. 










BAB  VI
RAPAT-RAPAT BPD

Pasal 18

1)     BPD mengadakan rapat / musyawarah secara berkala sekurang – kurangnya 12 ( dua belas ) kali dalam setahun dan/atau satu bulan sekali;
2)     Kecuali yang dimaksud ayat (1) atas permintaan sedikitnya 3 ( tiga ) orang anggota BPD atau atas permintaan Kepala Desa, ketua BPD mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat selambat – lambatnya 1 (satu ) minggu setelah permintaan diterima;
3)     BPD mengadakan rapat / musyawarah atas undangan ketua atau wakil ketua BPD;
4)     Pimpinan dan anggota BPD wajib mentaati tata tertib dengan baik dan seksama;
5)     Memenuhi undangan rapat / musyawarah dan menandatangani daftar hadir;
6)     Memberitahukan ketidak hadirannya kepada pimpinan BPD;
7)     Memelihara ketertiban dan kelancaran jalannya rapat;
8)     Mengikuti semua kegitan BPD

















8. Hari kerja BPD dari hari senin sampai hari jum’at dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB atau disesuaikan dengan waktu dan kondisi; 

Pasal 19

1)     Rapat – rapat terdiri dari :
a.    Rapat / musyawarah Paripurna;
b.    Rapat / musyawarah Paripurna Khusus;
c.    Rapat / musyawarah Paripurna Istimewa;
d.    Rapat / musyawarah Pimpinan BPD;
e.    Rapat / musyawarah Pleno;
f.     Rapat / musyawarah Panitia Musyawarah;
g.    Rapat / musyawarah Komisi – komisi;
h.    Rapat / musyawarah Panitia Anggaran;
i.     Rapat / musyawarah Gabungan Komisi;
j.     Rapat / musyawarah Kerja;
k.    Rapat / musyawarah Dengar Pendapat;
l.     Rapat / musyawarah lain – lain.
2)   Rapat / musyawarah Paripurna adalah Rapat anggota BPD yang dipimpin oleh ketua BPD yang merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang menetapkan Rencana Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dan menetapkan keputusan BPD;
3)   Rapat / musyawarah Paripurna Khusus adalah rapat anggota BPD yang dipimpin oleh Ketua BPD untuk melaksanakan suatu acara khusus dan membahas hal – hal khusus;
4)   Rapat / musyawarah Paripurna Istimewa adalah Rapat anggota BPD yang dipimpin oleh ketua BPD untuk melaksanakan pembahasan suatu acara tertentu sebelum diajukan ke Rapat Paripurna;
5)   Rapat / musyawarah Pleno adalah Rapat anggota BPD yang dipimpin oleh pimpinan BPD untuk melaksanakan pembahasan atau pembicaraan agenda tertentu sebelum diajukan kedalam rapat / musyawarah paripurna;
6)   Rapat / musyawarah Pimpinan BPD adalah rapat – rapat unsur pimpinan yang dipimpin oleh ketua dan wakil ketua BPD;
7)   Rapat / musyawarah Panitia Musyawarah adalah rapat anggota panitia musyawarah yang dipimpin oleh ketua panitia musyawarah;
8)   Rapat / musyawarah Komisi adalah rapat anggota komisi yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi;
9)   Rapat / musyawarah Panitia Anggaran adalah rapat anggota panitia anggaran yang dipimpin oleh ketua panitia anggaran;
10)  Rapat / musyawarah Gabungan Komisi adalah rapat anggota beberapa komisi BPD yang dipimpin oleh ketua dan wakil ketua BPD;
11)  Rapat / musyawarah Kerja adalah :
a.      Rapat / musyawarah Panitia Anggaran dengan Kepala Desa dan atau Perangkat Desa;
b.     Rapat / musyawarah Komisi dengan Kepala Desa dan atau Perangkat Desa;
c.     Rapat / musyawarah Gabungan Komisi dengan Kepala Desa dan atau Perangkat Desa.
12)    Rapat / musyawarah Dengar Pendapat adalah rapat panitia atau rapat panitia anggaran atau rapat komisi atau rapat gabungan komisi dengan lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat;
13)    Rapat – rapat / musyawarah lain adalah rapat yang perlu diadakan yang dipimpin oleh ketua atau wakil Ketua BPD dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa.





Sifat Rapat
Pasal 20

1)   Rapat / musyawarah BPD bersifat terbuka untuk umum kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan peraturan tata tertib ini dan atas kesepakatan Pimpinan BPD;
2)   Rapat / musyawarah terbuka adalah Rapat anggota BPD yang dihadiri oleh umum;
3)   Rapat / musyawarah tertutup adalah rapat anggota BPD yang tidak boleh dihadiri oleh umum;
4)   Pembicaraan dalam rapat tertutup rahasia dan tidak boleh diumumkan. 


Pasal 21

Rapat / musyawarah tertutup dapat mengambil keputusan kecuali dalam hal – hal sebagai berikut :
a.    Pemilihan BPD, Pimpinan BUMDES;
b.    Penetapan Calon Kepala Desa;
c.    Penetapan Peraturan Desa;
d.    Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan AnggAran Pendapatan dan Belanja Desa;
e.    Penetapan Perubahan  Badan Usaha Milik Desa;
f.     Penghapusan Tagihan sebagian maupun seluruh;
g.    Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara resmi 

Pengambilan Keputusan
Pasal 22

Rapat – rapat / musyawarah BPD hanya dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota BPD 

Pasal 23

1)   Keputusan yang diambil dalam rapat dilakukan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat berlandaskan atas prinsip kejujuran, keadilan dan kebenaran;
2)   Apabila musyawarah sebagimana dimaksud ayat (1) setelah diupayakan sedapat mungkin ternyata tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan persetujuan suara terbanyak melalui pemungutan suara / voting;
3)   Pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) dianggap syah apabila memperoleh sekurang – kurangnya ½ jumlah suara ditambah 1 suara anggota BPD;
4)   Kecuali untuk keputusan hak  menyatakan pendapat, maka ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pemungutan suara dianggap syah apabila memperoleh sekurang–kurangnya 2/3 (duapertiga) jumlah anggota BPD, peserta rapat / musyawarah. 

Tata Cara Pembicaraan
Pasal 24

1)   Untuk kelancaran jalannya rapat / musyawarah, Pimpinan rapat / musyawarah dapat menetapkan tahapan pembicaraan setelah mendapat persetujuan dari peserta rapat;
2)   Setiap anggota BPD yang akan berbicara mencatatkan namanya kepada Pimpinan rapat / musyawarah sebelum sesuatu hal dimulai;
3)   Giliran berbicara diatur menurut urutan permintaan kecuali terdapat hal – hal tertentu yang menurut pertimbangan ketua rapat memungkinkan giliran berbicara tidak menurut urutan permintaan;
4)   Anggota berbicara ditempat yang telah disediakan setelah mendapat izin dari pimpinan rapat / musyawarah selama anggota berbicara tidak boleh diganggu;
5)   Ketua rapat / musyawarah hanya dapat berbicara selaku pimpinan rapat / musyawarah untuk menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembicaraan;
6)   Apabila ketua rapat / musyawarah ingin berbicara selaku anggota, maka pimpinan rapat diserahkan sementara kepada anggota pimpinan rapat / musyawarah sementara. 




Pasal 25

1)   Pimpinan rapat / musyawarah mengingatkan pembicara apabila pembicaraan yang disampaikan menyimpang dari peraturan tata tertib;
2)   Apabila peserta rapat / musyawarah mengeluarkan kata – kata yang tidak layak atau mengganggu jalannya rapat / musyawarah, pimpinan rapat / musyawarah memberikan peringatan supaya pembicara tertib kembali
3)   Apabila pembicara yang dimaksud ayat (1) dan (2) mengulangi hal yang sama, maka pimpinan rapat / musyawarah melarang meneruskan pembicaraan atau meminta kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan jalannya rapat / musyawarah;
4)   Apabila terjadi sebagaimana ayat (3) dan rapat dimungkinkan tidak diteruskan, maka pimpinan rapat / musyawarah dapat menunda rapat dengan batas waktu 1 x 24 jam, kecuali rapat / musyawarah menentukan lain. 
Persiapan Rapat
Pasal 26

1)   Pimpinan rapat setelah rnembuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan BPD; 
2)   Pada setiap rapat BPD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat; 
3)   Dalam hal rapat BPD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan BPD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan BPD. 

Pasal 27

1)   Rapat BPD dilaksanakan di gedung BPD; 
2)   Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung BPD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat BPD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan BPD. 

Pasal 28

1)   Setiap anggota BPD wajib menghadiri rapat BPD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya; 
2)   Anggota BPD yang menghadiri rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat;
3)   Para undangan yang menghadiri rapat BPD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri;
4)   Anggota BPD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat. 

Pasal 29

1)   Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan ( abstain ) dilakukan oleh anggota yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota yang hadir; 
2)   Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung suara setiap anggota secara langsung;
3)   Anggota BPD yang meninggalkan ruangan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan. 

Pasal 30

 Dalam hal rapat alat kelengkapan BPD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.



Pasal 31

1)   Setiap keputusan rapat BPD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, mengikat dan merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan; 
2)   Setiap Keputusan rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 32
1)   Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik; 
2)   Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan;
3)   Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat;
4)   Pimpinan rapat mengemukakan pokok – pokok keputusan dan / atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat. 

Pasal 33

Apabila Ketua BPD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua BPD dan apabila Ketua dan Wakil Ketua BPD berhalangan, pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

Tahapan Pembicaraan
Pasal 34

1)   Pembahasan Peraturan Desa melalui Tahap I, Tahap II dan Tahap III;
2)   Tahap I dalam rapat / musyawarah paripurna BPD :
a.    Penjelasan Kepala Desa terhadap Rencana Peraturan Desa yang berasal dari BPD;
b.    Penjelasan pengusul dari Rencana Peraturan Desa yang berasal dari BPD;
c.    Rencana Peraturan Desa dari Kepala Desa dilakukan pemandangan umum oleh para anggota BPD kemudian Kepala Desa memberikan jawaban;
d.    Rencana Peraturan Desa yang berasal dari BPD, Kepala Desa menyampaikan pendapat kemudian pengusul atau BPD memberikan jawabannya.
3)   Tahap II dalam rapat / musyawarah Panitia BPD atau Komisi BPD bersama Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pembahasan lanjutan atas Rencana Peraturan Desa baik yang berasal dari Kepala Desa maupun berasal dari prakarsa BPD; 
4)   Apabila dalam tahap II antara Komisi BPD dan Pemerintah Desa tidak terdapat kesepakatan, maka permasalahannya disampaikan kepada Ketua BPD untuk ditelaah lebih lanjut;
5)   Setelah mendengarkan pertimbangan Panitia Musyawarah, Ketua BPD mengambil keputusan untuk diajukan kedalam pembahasan Tahap III;
6)   Tahap III dalam rapat / musyawarah Paripurna BPD disampaikan kata akhir :
a.    Kata akhir Kepala Desa terhadap Rencana Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa; 
b.    Kata akhir pengusul atau anggota BPD terhadap Rencana Peraturan Desa yang berasal dari prakarsa BPD;
c.    Setelah penyampaian kata akhir sebagaiana dimaksud huruf a dan b ayat ini, maka BPD menyetujui Rencana Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.


Pasal 35

1)   Persetujuanan BPD sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (6) huruf c ditetapkan dengan keputusan BPD;
2)   Peraturan Desa yang telah memperoleh persetujuan BPD ditanda tangani oleh Kepala Desa;
3)   Peraturan Desa yang dimaksud ayat (2) harus diketahui oleh warga masyarakat, maka Pemerintah Desa wajib menginformasikan diantarannya melalui papan informasi.

Risalah Rapat dan Laporan
Pasal 36

1)   Untuk setiap rapat / musyawarah paripurna, paripurna khusus dan paripurna istimewa BPD, dibuat risalah resmi dan ditanda tangani oleh sekretaris BPD dan diketahui oleh Pimpinan rapat / musyawarah;
2)   Risalah sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat secara lengkap jalannya pembicaraan rapat / musyawarah disertai catatan mengenai :
a.    Jenis dan sifat rapat / musyawarah;
b.    Hari dan tanggal rapat / musyawarah;
c.    Tempat rapat / musyawarah;
d.    Acara rapat / musyawarah;
e.    Waktu pembukaan dan penutupan rapat / musyawarah;
f.     Pimpinan rapat / musyawarah;
g.    Daftar hadir anggota BPD peserta rapat / musyawarah, dan keterangan anggota yang tidak hadir;
h.    Kepala Desa atau pejabat yang mewakilinya atau pejabat pemerintah  lainnya;
i.     Undangan hadir;
j.     Proses tentang pengambilan keputusan.
3)   Setelah rapat / musyawarah selesai, maka sekretaris BPD segera menyusun Rencana risalah rapat atau risalah rapat / musyawarah sementara untuk dibacakan atau dibagikan kepada Anggota BPD peserta rapat / musyawarah atau pihak yang bersangkutan;
4)   Setiap anggota BPD peserta rapat / musyawarah dapat mengoreksi risalah rapat sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk perbaikan atau penyempurnaan sesuai dengan pokok pembicaraan dalam rapat / musyawarah.

Pasal 37

1)   Untuk setiap rapat / musyawarah Pimpinan, Rapat / musyawarah panitia, Rapat / musyawarah Panitia Anggaran, Rapat Gabungan Panitia, Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dibuatkan catatan Rapat / musyawarah yang ditandatangani Pimpinan Rapat / musyawarah yang bersangkutan;
2)   Catatan rapat / musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah catatan mengenai pokok – pokok pembicaraan, kesimpulan atau keputusan yang diambil dengan dilengkapi keterangan;
3)   Untuk setiap rapat / musyawarah Komisi/Bidang, Rapat / musyawarah Panitia Anggaran, Rapat / musyawarah Gabungan Panitia, Rapat / musyawarah Kerja, Rapat / musyawarah Dengar Pendapat, dibuatkan laporan tertulis dan disampaikan kepada pimpinan BPD. 

Pasal 38

1)   Selain anggota, Rapat / musyawarah BPD dapat dihadiri oleh :
a.    Undangan Peserta, ialah mereka yang bukan anggota BPD yang hadir dalam rapat atas undangan pimpinan BPD;
b.    Peninjau, ialah mereka yang bukan anggota BPD yang hadir dalam rapat tanpa undangan Pimpinan BPD;
2)   Undangan peserta rapat / musyawarah dapat meminta hak bicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan BAMUSDE, tetapi tidak mempunyai hak suara;
3)   Peninjau tidak boleh menyatakan sesuatu baik dengan ucapan maupun dengan cara lain, dan tidak punya hak bicara maupun hak suara. 


BAB VII
Alat Kelengkapan BPD
Pasal 39

Alat kelengkapan BPD terdiri dari :
a.    Pimpinan BPD;
b.    Panitia Musyawarah;
c.    Panitia – panitia / Komisi – Komisi;
d.    Panitia Anggaran. 


Pimpinan BPD
Pasal 40

1)   Pimpinan BPD adalah alat kelengkapan BPD yang merupakan kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif, terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris;
2)   Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Paripurna BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD;
3)   Sebelum pimpinan BPD dipilih, maka diangkat pimpinan sementara BPD yang terdiri dari anggota tertua dan anggota termuda;
4)   Pemilihan Pimpinan BPD dilaksanakan dengan azas langsung,umum, bebas dan rahasia;
5)   Masa jabatan Pimpinan sama dengan masa jabatan keanggotaan;
6)   Hasil pemilihan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diresmikan oleh Bupati dan pelantikannya dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

Pemberhentian Pimpinan BPD
Pasal 41

1)   Pimpinan BPD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena: 
a.    meninggal dunia; 
b.    mengundurkan diri sebagai pimpinan dan/atau anggota BPD;
c.    diberhentikan sebagai anggota BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
d.    diberhentikan sebagai pimpinan BPD.
2)   Pimpinan BPD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila yang bersangkutan: 
a.    melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD:  atau 
b.    tidak menenuhi syarat lagi sebagai anggota BPD. 
3)   Dalam hal salah seorang pimpinan BPD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif; 
4)   Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan BPD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai ketentuan dalam Pasal 32. 

Pasal 42

1)   Usul pemberhentian pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 41 dilaporkan dalam rapat paripurna BPD oleh pimpinan BPD lainnya; 
2)   Pemberhentian pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna BPD; 
3)   Pemberhentian pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BPD. 

Pasal 43

1)   Keputusan BPD tentang pemberhentian pimpinan BPD sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (3), disampaikan oleh pimpinan BPD kepada bupati melalui camat untuk peresmian pemberhentiannya;
2)   Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).

Tugas dan Kewajiban Pimpinan BPD
Pasal 44

1)   Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua BPD dan mengumumkannya dalam Rapat Paripurna pada awal tahun;
2)   Memimpin Rapat / musyawarah Paripurna, Pleno, dan Rapat – rapat / musyawarah lainnya dengan menjaga agar peraturan tata tertib bisa dillaksanakan;
3)   Menyimpulkan persoalan yang dibicarakan dalam rapat / musyawarah yang dipimpinnya;
4)   Melaksanakan keputusan – keputusan rapat / musyawarah;
5)   Mengadakan koordinasi dengan Kepala Desa atau pihak – pihak lain yang dianggap perlu;
6)   Menentukan Kebijakan APBDes berdasarkan pertimbangan Penitia Anggaran;
7)   Menerima dan menindak lanjuti laporan dari komisi – komisi dan Anggota BPD;
8)   Sekurang – kurangnya 3 ( tiga ) bulan sekali mengadakan Rapat / musyawarah Pimpinan untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh panitia, Komisi, dan Para anggota BPD. 



Panitia dan Komisi – komisi
Pasal 45

1)   Panitia dan komisi adalah merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh BPD pada awal masa keanggotaannya;
2)   Setiap anggota BPD kecuali Pimpinan harus menjadi Anggota Panitia dan Komisi- komisi;
3)   Komisi yang membidangi tugas – tugas tertentu terdiri dari :
a.    Komisi I BPD membidangi Pemerintahan Umum dan sosial kemasyarakatan;
b.    Komisi II BPD membidangi Pembangunan , Perekonomian dan Keuangan.
4)   Komisi sebagaimana yang dimaksud ayat (3) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari anggotanya;
5)   Ketua dan susunan keanggotaan komisi diadakan pergiliran setiap satu tahun sekali;

Pasal 46

Komisi sebagaimana yang dimaksud Pasal 45 ayat (3) Tugas dan kewajibannya adalah :
a)    Menyusun rencana Kerja setiap awal tahun sidang melaporkan hasil kerjanya pada akhir tahun sidang pada Pimpinan BPD;
b)   Melakukan Bahasan terhadap rancanngan peraturan Desa dan rencana keputusan BPD yang menjadi bidang tugasnya;
c)    Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan perekonomian, Kemasyarakatan Umum dan Keuangan yang dilaksanakan Pemerintah Desa;
d)   Mengadakan kunjungan kerja atau peninjauan yang dianggap perlu atas persetujuan Pimpinan BPD;
e)    Mengadakan rapat – rapat untuk membahas sesuatu hal yang berada dalam ruang lingkup tugasnya baik intern maupun dengan pemerintah Desa;
f)     Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
g)   Menerima usul, saran dan pernyataan pendapat Pimpinan BPD mengenai hal yang termasuk dalam tugasnya;
h)   Mengajukan pendapat dan pernyataan tertulis kepada Kepala Desa melalui Pimpinan BPD mengenai penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan perekonomian, Kemasyarakatan Umum dan Keuangan yang dilaksanakan Pemerintah Desa;
i)     Membahas Nota Pimpinan BPD surat – surat masuk dan pengaduan langsung dari masyarakat;
j)     Melaporkan hasil kerja komisi kepada Pimpinan BPD. 

Pasal 47

1)   Selain ketentuan ayat (3) Pasal 45, BPD juga membentuk panitia – panitia sebagai berikut :
a.    Panitia Musyawarah;
b.    Panitia Anggaran.
2)   Panitia Musyawarah adalah alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh BPD pada awal keanggotaannya;
3)   Panitia Anggaran adalah alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh BPD pada awal keanggotaannya.


Pasal 48

1)   Panitia Musyawarah adalah alat kelengkapan BPD yang terdirir dari Pimpinan BPD dan Ketua – ketua Komisi;
2)   Karena jabatan Ketua dan Wakil Ketua BPD adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Musyawara;
3)   Susunan dan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna BPD;
4)   Panitia Musyawarah mempunyai tugas dan kewajiban :
a.    Menerima dan memberi usul, saran dan pernyataan pendapat dari anggota dan Komisi BPD;
b.    Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan BPD dalam menetapkan jadwal acara rapat – rapat BPD;
c.    Merumuskan materi untuk bahan penyusunan keputusan Pimpinan. 

Pasal 49

1)   Panitia Anggaran BPD anggotanya terdiri dari Wakil Ketua BPD dan seorang yang mewakili masing – masing Komisi;
2)   Karena jabatan wakil Ketua BPD adalah Ketua Panitia Anggaran;
3)   Susunan dan keanggotaan Panitia Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna BPD
4)   Tugas Panitia Anggaran adalah :
a.    Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka membahas dan menyusun RAPBDesa;
b.    Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa mengenai RAPBDesa, Rencana perubahan dan Rencana perhitungannya;
c.    Menyusun Anggaran BPD;
d.    Mengadakan Pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disahkan BPD.  

BAB VIII
PRODUK HUKUM DAN TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
Produk Hukum BPD

 Pasal 50

1)   Produk-produk hukum yang ditetapkan BPD, berbentuk peraturan dan keputusan BPD serta keputusan pimpinan BPD; 
2)   Peraturan dan keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna BPD dan ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua BPD yang memimpin rapat paripurna BPD pada hari itu; 

Tata Cara Pembentukan Peraturan Desa 
Pasal 51

1)   Rencana peraturan desa dapat berasal dari BPD atau kepala desa;
2)   Rencana peraturan desa yang berasal dari BPD atau kepala desa disertai penjelasan atau keterangan;
3)   Rencana peraturan desa sebagairnana dimaksud pada ayat (2) diajukan berdasarkan program legislasi desa; 
4)   Dalam keadaan tertentu, BPD atau kepala desa dapat mengajukan Rencana peraturan desa di luar program legislasi desa. 

Pasal 52

1)   Untuk menetapkan Rencana peraturan desa menjadi usul prakarsa BPD, langkah-langkahnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 34;
2)   Rencana peraturan desa yang telah ditetapkan menjadi usul prakarsa BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan dengan surat pengantar pimpinan BPD kepada kepala desa dalam rapat paripurna BPD; 

Pasal 53

1)   Rencana peraturan desa yang berasal dari kepala desa disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2)   Rencana peraturan desa yang berasal dari kepala desa disampaikan dengan surat pengantar kepala desa kepada pimpinan BPD dalam rapat paripurna BPD.

Pasal 54

Apabila dalam satu masa sidang, Kepala Desa dan BPD menyampaikan Rencana peraturan desa, mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rencana peraturan desa yang disampaikan oleh BPD. Sedangkan Rencana peraturan desa yang disampaikan oleh kepala desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 55
1)   Rencana peraturan desa yang berasal dari BPD atau kepala desa dibahas oleh BPD dan kepala desa untuk mendapatkan persetujuan bersama;
2)   Pembahasan Rencana peraturan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagaimana pasal 24.

Pasal 56

1)   Rencana peraturan desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh BPD dan kepala desa; 
2)   Penarikan kembali Rencana peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh BPD, dilakukan dengan keputusan pimpinan BPD dengan disertai alasan penarikan; 
3)   Penarikan kembali Rencana peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh kepala desa, disampaikan dengan surat kepala desa disertai alasan penarikan;
4)   Rencana peraturan desa yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama BPD dan kepala desa;
5)   Penarikan kembali Rencana peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna BPD yang dihadiri oleh kepala desa;
6)   Rencana peraturan desa yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama. 





Pasal 57

1)   Rencana peraturan desa yang telah disetujui bersama oleh BPD dan kepala desa disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa; 
2)   Penyampaian Rencana peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 58

1)   Rencana peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ditetapkan oleh kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rencana peraturan desa tersebut disetujui bersama oleh BPD dan kepala desa; 
2)   Dalam hal Rencana peraturan desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rencana peraturan desa tersebut disetujui bersama, Rencana peraturan desa tersebut sah menjadi peraturan desa dan wajib diundangkan dalam lembaran desa; 
3)   Dalam hal sahnya Rencana peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Desa ini dinyatakan sah. 
4)   Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagairnana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan desa sebelum pengundangan naskah peraturan desa ke dalam lembaran desa. 

Pasal 59

1)           Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya; 
2)   Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran desa;
3)   Peraturan desa yang berkaitan dengan APBDesa, retribusi desa, dan pembangunan kawasan desa sebelum diundangkan dalam lembaran desa harus dievaluasi oleh Pemerintah daerah dan/atau camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
4)   Peraturan Desa yang bersifat mengatur setelah diundangkan dalam Lembaran Desa harus didaftarkan kepada bagian hukum sekretariat daerah.

BAB IX 
KODE ETIK BPD

Pasal 60

1)   Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya, anggota BPD wajib mentaati Kode Etik ;
2)   Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan, sikap, perilaku, ucapan, tatakerja, tata hubungan antar lembaga Pemerintah Desa dan antar anggota serta antara anggota dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota;
3)   Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Kehormatan BPD yang merupakan bagian dari alat kelengkapan BPD;
4)   Kode etik sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan BPD.
Pasal 61
1)   Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (3) dibentuk oleh BPD dan bersifat tetap;
2)   Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD; 
3)   Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD berjumlah 3 ( tiga ) orang; 
4)   Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin  oleh 1 (satu) orang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan; 
5)   Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 3 (tiga) tahun. 
Wewenang Badan Kehormatan
Pasal 62
Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Badan Kehormatan berwenang:
a.    memanggil anggota yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan / atau peraturan tata tertib BPD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;  
b.    meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan 
c.     menjatuhkan sanksi kepada anggota yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib BPD. 

Sanksi 
Pasal 63

1)   Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota BPD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib BPD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan; 
2)   Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a.    teguran lisan; 
b.    teguran tertulis;
c.    pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan BPD; atau 
d.   pemberhentian sebagai anggota BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
3)   Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada anggota;
4)   Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota BPD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

1)   Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya; 
2)   Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna BPD;
3)   Dalam hal keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota BPD, pimpinan BPD menyampaikan keputusan tersebut kepada bupati melalui camat;
4)   Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan pimpinan BPD diterima, menyampaikan keputusan peresmian pemberhentian anggotanya kepada pimpinan BPD; 
Pasal 65

Selain tugas sebagaimana dimaksud Pasal 63, Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan / pelaporan anggota yang: 
a.    tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; 
b.    tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan BPD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
c.    tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
d.    melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan BPD tentang Tata Tertib ini. 



Tata Beracara Badan Kehormatan 
Pasal 66

1)   Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan BPD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota yang tidak melaksanakan satu atau lebih kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 67 dan atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 68; 
2)   Mekanisme pengaduan / pelaporan dan penelitian, verifikasi pengaduan /pelaporan serta pengambilan keputusan dan penentuan pelaksanaan sanksi dan rehabilitasi oleh Badan Kehormatan melalui Pimpinan BPD diatur tersendiri dalam Peraturan BPD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan BPD. 
Kewajiban Anggota
Pasal 67

 Anggota mempunyai kewajiban:
a.    memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
b.    melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan; 
c.    mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
d.    mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; 
e.    memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; 
f.     menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
g.    melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
h.    menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
i.     menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; 
j.     menaati tata tertib dan kode etik;
k.    menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
l.     memberikan pertanggungjawaban secara moral kepada masyarakat. 


Larangan Anggota

Pasal 68

Anggota BPD dilarang:
a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, danmendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
b.   melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c.    menyalahgunakan wewenang;
d.    melanggar sumpah/janji jabatan;
e.    merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
   f.  merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
g.    sebagai pelaksana proyek Desa;
h.    menjadi pengurus partai politik; dan/atau
i.     menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB X
PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA 
Pemberhentian Antarwaktu 

Pasal 69

1)   Anggota BPD berhenti antarwaktu karena: 
a.    meninggal dunia; 
b.    mengundurkan diri; atau
c.     diberhentikan; 
2)   Anggota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: 
a.    tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
b.    melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD; 
c.   dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
d.   tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan BPD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; 
e.   tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.    melanggar ketentuan larangan sebagai anggota, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; 
3)   Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga berlaku bagi anggota yang berkedudukan sebagai pimpinan BPD dan/atau pimpinan alat kelengkapan BPD.

Pasal 70

1)   Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) diusulkan oleh pimpinan BPD kepada bupati melalui camat ; 
2)   Bupati  meresmikan pemberhentian anggota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pimpinan BPD;
3)   Peresmian pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. 


Penggantian Antarwaktu 

Pasal 71

1)   Anggota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) digantikan oleh calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada saat penghitungan suara pengisian keanggotaan BPD berdasarkan wilayah/dusun; 
2)   Dalam hal calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi mernenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya; 
3)   Dalam hal tidak ada lagi calon anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan pengisian keanggotaan antar waktu dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 
4)   Masa jabatan anggota pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya. 

Pasal 72

1)   Pimpinan BPD menyampaikan nama anggota yang diberhentikan antarwaktu dan nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan administrasi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada bupati melalui camat;
2)   Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota BPD;
Pasal 73
1)   Penggantian antarwaktu anggota tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota kurang dari 6 (enam) bulan; 
2)   Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian. 
3)   Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota.
Pemberhentian Sementara 
Pasal 74

1)   Anggota diberhentikan sementara karena: 
a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana (lima) tahun atau lebih; atau 
b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus. 
2)   Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan BPD kepada bupati melalui camat;
3)   Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan BPD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat melaporkan status terdakwa anggota yang bersangkutan kepada  camat; 
4)   Camat berdasarkan laporan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota BPD yang bersangkutan kepada bupati;
5)   Bupati memberhentikan sementara sebagai anggota atas usul camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4); 
6)    Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung mulai tanggal anggota yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa;
7)    Anggota yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 


Pasal 75
1)   Dalam hal anggota yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 berkedudukan sebagai pimpinan BPD, pemberhentian sementara sebagai anggota diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan BPD; 
2)   Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan BPD lainnya melaksanakan tugas pimpinan BPD yang diberhentikan sementara.
Pasal 76
1)   Dalam hal anggota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagairnana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat; 
2)    Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku rnulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap; 
3)   Dalam hal anggota BPD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.






BAB XI 
PELAKSANAAN KONSULTASI 
Pasal 77

1)   Konsultasi antara BPD dengan pemerintah desa dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan BPD dengan kepala desa;
2)   Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka: 
a. pembicaraan awal mengenai materi muatan Rencana peraturan desa dan/atau Rencana kebijakan anggaran  dalam rangka penyusunan RAPBDesa; 
b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama BPD dan pemerintah desa berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau 
c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh kepala desa; 
3)   Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan BPD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan BPD yang terkait dengan materi konsultasi dan kepala desa didampingi oleh perangkat desa yang terkait; 
4)   Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan;
5)   Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan BPD maupun kepala desa; 
6)   Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna BPD


BAB XII 
PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT
 Pasal 78

1)   Pimpinan BPD, alat kelengkapan BPD, anggota BPD menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang BPD; 
2)   Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh sekretariat BPD dan diteruskan kepada Pimpinan BPD, alat kelengkapan BPD yang terkait, anggota BPD; 
3)   Pimpinan BPD, alat kelengkapan BPD yang terkait dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya; 
4)   Anggota dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada Pimpinan BPD, alat kelengkapan BPD yang terkait; 
5)   Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan: 
a.    rapat dengar pendapat umum; 
b.    rapat dengar pendapat; 
c.    kunjungan kelapangan; atau 
d.    rapat kerja alat kelengkapan BPD dengan mitra kerjanya.
6)   Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan / atau aspirasi masyarakat diatur oleh pimpinan BPD. 






BAB XIII
 PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB 
Pasal 79
1)   Perubahan terhadap Peraturan BPD tentang Tata Tertib BPD dapat diusulkan oleh anggota BPD dan/atau paling rendah oleh 2/3 ( dua per tiga) orang anggota; 
2)   Pembahasan usul perubahan dimaksud ayat (1), dilakukan dalam rapat paripurna BPD yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri oleh paling rendah 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota; 
3)   Keputusan yang diambil dengan persetujuan suara terbanyak bagi penetapan perubahan terhadap peraturan tata tertib dapat dilaksanakan dengan persetujuan oleh paling rendah 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir. 

Pasal 80

1)   Usul perubahan peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan BPD dalam bentuk Rencana perubahan peraturan tata tertib disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat BPD;
2)   Usul prakarsa sebagaimana dimaksud ayat (1), oleh pimpinan BPD disampaikan dalam rapat paripurna BPD setelah dikaji dan mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah;  
3)   Dalam rapat paripurna BPD, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 
4)   Pembicaraan mengenai usul prakarsa perubahan peraturan tata tertib dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
a.    anggota lain untuk memberikan pandangannya;
b.    para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota.
5)   Sebelum usul prakarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) diputuskan menjadi prakarsa BPD, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabut kembali usul prakarsa; 
6)   Pembicaraan diakhiri dengan keputusan BPD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa BPD; 
7)   Apabila BPD menyatakan menerima usul perubahan tata tertib menjadi usul BPD, maka pembahasan selanjutnya dilakukan oleh Panitia Khusus. 





















BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP

 Pasal 82

1)   Ketentuan yang belum cukup diatur dalam peraturan ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan BPD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah;
2)   Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan BPD tentang Tata Tertib BPD sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
Pasal 83
 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



BERITA DESA PERSATUAN  KECAMATAN MAUKARO TAHUN 2020
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KOLIKAPA 2020
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KEPALA DESA 


KOLIKAPA


 


KABUPATEN ENDE


 


 


PERATURAN DESA KOLIKAPA


 


NOMOR   2  TAHUN 2020


 


 


TENTANG


 


RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENE


N


GAH DESA 


 


(RPJM Desa)


 


DESA KOLIKAPA TAHUN 2020


-


2026


 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


 


KEPALA DESA KOLIKAPA,


 


 


Menimbang  :


 


a.


 


bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang


-


Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah 


Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa 


sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada 


perencanaan pembangunan Kabupaten;


 


 


b.


 


bahwa perencanaan


 


pembangunan Desa sebagaimana 


dimaksud pada huruf a, untuk menjabarkan visi dan 


misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan 


Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, 


Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat 


dan arah kebijakan Pembangunan Desa


 


yang disusun 


dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Desa dan 


Prioritas Pembangunan Kabupaten; 


 


 


 




RPJM  DESA  KOLIKAPA 2020 - 2026  

     KEPALA DESA  KOLIKAPA   KABUPATEN ENDE    

PERATURAN DESA KOLIKAPA   NOMOR   2  TAHUN 2020     TENTANG   RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENE N GAH DESA    (RPJM Desa)   DESA KOLIKAPA TAHUN 2020 - 2026   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   KEPALA DESA KOLIKAPA,    

Menimbang  :  a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah  Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa  sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada  perencanaan pembangunan Kabupaten;  

 b.  bahwa perencanaan   pembangunan Desa sebagaimana  dimaksud pada huruf a, untuk menjabarkan visi dan  misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan  Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,  Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat  dan arah kebijakan Pembangunan Desa   yang disusun  dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Desa dan  Prioritas Pembangunan Kabupaten;       

